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Oleh : 
Galih Retno Aryati 
11409134062 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kinerja BUMN pada PT. 
PLN (Persero) tahun 2012  ditinjau dari rasio likuiditas, (2) kinerja BUMN pada 
PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio aktivitas, (3) kinerja BUMN 
pada PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio profitabilitas, (4) kinerja 
BUMN pada PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari rasio rentabilitas. 
Objek penelitian ini adalah laporan keuangan PT. PLN (Persero) yaitu 
laporan posisi keuangan tahun 2012, laporan laba rugi tahun 2012 dan laporan 
perubahan ekuitas tahun 2012. Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis deskriptif dengan menggunakan Keputusan menteri BUMN No: 
KEP-100/MBU/2002. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Cash Ratio/Rasio Kas PT. PLN 
(Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan 
yang sehat dalam penyediaan dana tunai untuk membiayai operasi perusahaan, (2) 
Current Ratio/Rasio Lancar PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan kondisi 
kurang sehat  karena belum seluruh aktiva lancar dapat menutupi seluruh 
kewajiban lancarnya, (3) Perputaran Persediaan (PP) PT. PLN (Persero) tahun 
2012 menunjukkan efektivitas operasional perusahaan dalam keadaan yang sehat, 
(4) Collection Periods (CP) PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa 
kinerja perusahaan dalam melakukan pencairan piutang usaha mempunyai 
kemampuan yang sehat, (5) ROI PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan 
bahwa kinerja perusahaan masih kurang sehat dalam menghasilkan laba sebelum 
bunga, pajak dan penyusutan, (6) ROE PT. PLN (Persero) tahun 2012 
menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang sehat dalam mengelola 
kegiatannya, (7) Perputaran Total Aset/ Total Asset Turn Over (TATO) PT. PLN 
(Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam keadaan 
yang kurang sehat untuk menghasilkan pendapatan dengan didukung oleh aset 
perusahaan yang tersedia, (8) Rendahnya rasio TMS terhadap TA PT. PLN 
(Persero) pada tahun 2012 ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa 
pencapaian modal sendiri terhadap total aktiva dalam keadaan yang kurang sehat 
guna mengelola kedua komponon tersebut. 
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A. Latar Belakang Masalah 
BABI 
PENDAHULUAN 
Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat digunakan 
sebagai alat pengarnbilan keputusan rnanajerial internal maupun bagi pihak 
ekstemal perusahaan. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat 
dianalisis rnenggunakan beberapa rasio keuangan, dengan adanya analisis 
laporan keuangan tersebut dapat diketahui keadaan dan perkernbangan 
perusahaan yang telah dicapai oleh perusahaan diwaktu yang lalu rnaupun 
diwaktu yang sedang berjalan baik itu badan usaha swasta maupun badan 
usaha rnilik negara. Laporan keuangan yang telah dianalisis tersebut dapat 
digunakan sebagai dana pembantu untuk pengambilan keputusan manajerial 
perusahaan. Menurut Munawir (2001 :2)" 
Laporan keuangan pada dasamya adalah basil dari proses akuntansi 
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkornunikasi antara data 
keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam data atau aktivitas perusahaan tersebut. 
Dengan semakin berkembangnya kecanggihan teknologi pada masa ini 
yang terus meningkat sehingga menyebabkan sernakin diperlukannya 
keahlian dalam rnenganalisis laporan keuangan. Dengan rnenganalisa laporan 
keuangan tersebut akan rnembantu pihak-pihak yang berkepentingan dalarn 
rnenentukan keputusan yang akan dibuatnya baik badan usaha swasta rnaupun 
badan usaha milik negara. Laporan keuangan rnerupakan sumber infonnasi 
yang berhubungan dengan seluruh posisi keuangan dan kinetja keuangan 
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perusahaan pada periode tersebut. Laporan keuangan yang disajikan harus 
menggambarkan posisi keuangan yang sebenamya, relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan keakuratannya. 
BUMN merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. 
Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada awalnya merupakan 
wadah bisnis dari aset asing yang dinasionalisasikan. Definisi BUMN 
menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN adalah badan 
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara 
dipisahkan (pasal 1 ). Sedangkan definisi perusahaan perseroan adalah BUMN 
yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi clalam saham yang 
seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya climiliki oleh negara Republik 
Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 
Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisa 
laporan keuangan yang telah disaji oleh perusahaan. Menurut lhyaul 
(2009:56)"Kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian, prestasi untuk 
unjuk ke:rja dari instansi pemerintah". Dalam penganalisaan laporan keuangan 
dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio keuangan. Menurut 
Munawir (2001 :64) 
Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu 
jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat 
analisa berupa ratio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran 
kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi 
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dibandingkan dengan angka ratio pembanding yang digunakan sebagai 
standard. 
Agar dapat mengetahui perkembangan perusahaan maka perusahaan 
sangatlah perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Untuk dapat 
mengetahui kondisi keuangan perusahaan harus mengadakan analisis laporan 
keuangan perusahaan tersebut. Dengan menganilisis laporan keuangan 
tersebut maka akan mendapatkan informasi-informasi yang berbuhungan 
dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan 
serta informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan pengambilan 
keputusan yang akan dilakukan oleh manajerial perusahaan. 
Kinerja dari suatu perusahaan dapat diukur dari beberapa aspek seperti 
aspek keuangan dan aspek non keuangan. Ditinjau dari aspek keuangan 
kinerja perusahaan dapat diukur melalui penganalisaan terhadap laporan 
keuangan perusahaan yang akan memberikan informasi penting bagi 
perusahaan mengenai posisi keuangan perusahaan. Sedangkan ditinjau dari 
aspek non keuangan, kinerja perusahaan dapat dinilai dari kualitas kerja para 
karyawan, tingkat kedisiplinan karyawan, ketepatan pemberian _ wewenang 
kerja kepada karyawan serta kesejahteraan para karyawan dan tingkat 
produktivitas. 
Penilaian dari aspek non keuangan jika dilakukan oleh satu orang 
dengan orang yang lain maka hasilnya akan berbeda. Hal ini terjadi karena 
hasil dari penilaian yang dilakukan pendapatnya muncul dari penilai tersebut, 







mungkin berbeda pada tiap penilai. Sedangkan jika penilaian dilakukan 
dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan 
maka hasilnya akan sama. 
PT. PLN (Persero) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang 
bergerak dibidang pelayaan jasa listrik. Perusahaan dalam menjalankan 
operasional usahanya memerlukan dana yang cukup banyak dimana dalam 
penggunaannya serta pengelolaanya diperlukan pelaporan data yang akurat. 
Rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 
mengukur kinerja perusahaan melalui penganalisaan laporan keuangan yang 
telah disusun oleh manajerial perusahaan. Analisa laporan keuangan 
menggunakan rasio keuangan diharapkan oleh manajerial perusahaan dapat 
membantu untuk pengambilan suatu keputusan bagi internal maupun ektemal 
perusahaan. Keputusan yang diambil oleh perusahaan diharapkan dapat 
berguna untuk kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang serta manfaat 
dari analisis laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan keadaan 
keuangan serta posisi keuangan perusahaan yang sebenamya. 
Masalah yang dihadapi oleh PT. PLN saat ini adalah dengan adanya 
masalah hukum yang menimpa beberapa karyawan PT. PLN yang 
dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap turunnya kineija PT. PLN dalam 
melayani masyarakat umum. Dengan adanya masalah yang timbul ini 
kegiatan operasional BUMN menghasilkan kinerja yang menurun. Selain 
masalah yang menimpa beberapa pegawai PLN, PT. PLN juga memiliki 
masalah lain seperti kapasitas terpasang tidak memadai untuk kebutuhan yang 
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ada. Serta penambahan pelanggan baru terus bertambah mengikuti 
pertumbuhan jumlah hunian/rumah baru, industri dan naiknya kebutuhan 
dirumah tangga karena tambahan elektronik, namun hal ini tidak sejalan 
dengan pertambahan pembangkit listrik/kapasitasnya. PT. PLN dianggap 
tidak dipercaya untuk mendapatkan pinjaman komersial, hal ini menandakan 
adanya penurunan kinerja BUMN akibatnya tarif listrik dibawah biaya pokok 
produksi. PLN juga memiliki masalah dengan tingkat penunggakan 
pembayaran para pelanggan PLN sehingga menyebabkan gangguan cash flow 
di PLN yang akan menyebabkan penurunan kinerja BUMN saat ada 
gangguan mengenai cash flow nya. 
Selain masalah-masalah tersebut diatas PT. PLN (Persero) senng 
mengalami kerugian dengan adanya pohon tumbang yang merobohkan tiang-
tiang listrik milik PLN, hal ini mengindikasikan kerugian yang diderita oleh 
PLN. Dengan adanya kerugian tersebut maka akan teijadi penurunan laba 
maupun rasio keuangan atas laporan keuangan PT. PLN (Persero). 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kinerja BUMN 
pada aspek keuangan perusahaan dalam 1 (satu) periode dengan 
menggunakan rasio keuangan pada laporan keuangan BUMN PT. PLN 
(Persero) yaitu pada tahun 2012. Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan maka peneliti tertarik untuk penelitian ini diberi judul "Analisis 
Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kine1ja BUMN pada PT. 
PLN (Persero) Tahun 2012". 
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B. ldentifikasi Masahih 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 
identifikasi masalah sebagai be1ikut: 
1. Adanya masalah hukum yang menimpa sejumlah pegawai PT. PLN yang 
akan mengganggu kinerja perusahaan dalam melayani listrik untuk 
masyarakat. 
2. Penambahan pelanggan baru terus bertambah namun hal ini tidak sejalan 
dengan pertambahan pembangkit listrik/kapasitasnya. 
3. PLN dianggap tidak dipercaya/diragukan untuk mendapatkan pinjaman 
komersial, hal ini menandakan adanya penurunan kinerja BUMN 
akibatnya tariflistrik dibawah biaya pokok produksi. 
4. Tingkat penunggakan pembayaran para pelanggan PLN sehingga 
menyebabkan gangguan cash flow di PLN yang akan · mengakibatkan 
adanya indikasi penurunan kineija BUMN. 
5. Adanya kerugian PT. PLN yang dikarenakan berbagai masalah yang 
terjadi sehingga akan menurunkan laba yang akan menunjukkan adanya 
penurunan rasio PLN. 
6. Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sulit untuk dilakukan. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang 
telah diuraikan diatas maka kegiatan penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kinerja BUMN pada PT. PLN (Persero) tahun 2012. 
Namun mengingat cakupan penelitian mengenai kineija perusahaan pada PT. 
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PLN (Persero) sangat luas, maka peneliti membatasi masalah mengenm 
penilaian kinerja perusahaan melalui analisis laporan keuangan PT. PLN 
(Persero) tahun 2012 menggunakan rasio keuangan sehingga dapat 
mengetahui kinerja BUMN serta kondisi keuangan PT. PLN (Persero) yang 
sebenamya. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang 
telah diuraikan diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana tingkat kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dmi 
rasio likuiditas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
1 00/MBU/2002? 
2. Bagaimana tingkat kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari 
rasio aktivitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
1 00/MBU/2002? 
3. Bagaimana tingkat kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari 
rasio profitabilitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
1 00/MBU/2002? 
4. Bagaimana tingkat kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari 
rasio rentabilitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
1 00/MBU/2002? 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dari tugas akhir ini adalah : 
., 
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1. Untuk mengetahui kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari 
rasio likuiditas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
I 00/MBU/2002. 
2. Untuk mengetahui kinerja PT. PLN (Persero) tahun 20I2 ditinjau dari 
rasio aktivitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
I 00/MBU/2002. 
3. Untuk mengetahui kinerja PT. PLN (Persero) tahun 2012 ditinjau dari 
rasio profitabilitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
I 00/MBU/2002. 
4. Untuk mengetahui kine1ja PT. PLN (Persero) tahun 20I2 ditinjau dari 
rasio rentabilitas berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
I 00/MBU/2002. 
F. Manfaat Penelitian 
Adanya Jatar belakang masalah yang telah diuraikan, perumusan 
masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, peneliti berharap 
dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi semua pihak, manfaatnya 
antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 
yang lebih mendalam dan dapat digunakan untuk menunjukkan 
kesesuaian antara teori dengan yang ada dalam kenyataan di 
lapangan. 
9 
b. Bagi Akademik 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan 
referensi dan dapat melengkapi bahan penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat praktis dari penelitian 1m antara lain adalah sebagai 
berikut: 
a. Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen. 
b. Penelitian ini dapat berguna bagi pihak PT. PLN (Persero) 




A. Pengukuran Kinerja 
1. Pengertian Kinerja BUMN 
Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. 
Kinerja bisa berfokus pada input, misalnya uang, staflkaryawan, 
wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi. Tahap setelah 
operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kine1ja untuk memulai 
prestasi manajer atau unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran 
kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer 
dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas 
bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik 
dibelanjakan, tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang 
publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. 
Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja 
sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran 
kinerja yang andal (reliable) merupakan salah satu faktor kunci 
suksesnya organisasi. 
Definisi BUMN menurut undang-undang nomor 19 tahun 2003 
tentang BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang 














Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang 
bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu 
strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran 
kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena 
pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, 
karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and 
punishment system. 
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga 
maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk 
membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja 
dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan 
dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhimya akan meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian 
pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk 
pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran 
kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 
Kinerja sektor publik bersifat multidimensional sehingga tidak 
ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk mewujudkan kinerja 
secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output 
yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, 
maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor 
publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja nonfinansial. 
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2. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja 
a. Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik ( top down dan 
bottom up). 
b. Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secm·a berimbang 
sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. 
c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level 
menengah dan bawah se1ia memotivasi untuk mencapai goal 
congruence. 
d. Sebagai alat untuk mencapai keputusan berdasarkan pendekatan 
individual dan kemampuan kolektifyang rasional. 
3. Manfaat Pengukuran Kinerja 
a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk 
menilai kinerja manajemen. 
b. Memberikan arab untuk mencapat target kinerja yang telah 
ditetapkan. 
c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan 
membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan 
korektifuntuk memperbaiki kinerja. 
d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (rewars 
& punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur 
sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. 
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka 
memperbaiki kinerja organisasi. 
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f. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah 
terpenuhi. 
g. Membantu memahami proses kegiatan instansi peme1intah. 
h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secm·a 
objektif. 
4. Informasi Yang Digunakan Untuk Pengukuran Kinerja 
Dalam melakukan pengukuran kinerja, informasi yang digunakan 
dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu sebagai berikut : 
a. Informasi Finansial 
Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada 
anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut telah dilakukan 
dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja 
aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secm·a garis besar 
berfokus pada : 
1) varians pendapatan (revenue variance); 
2) varians pengeluaran (expenditure variance): 
a) varians belanja rutin (recurrent expenditure variance); 
b) vanans belanja investasi/modal (capital expenditure 
variance). 
Setalah dilakukan analisis vanans, maka dilakukan 
identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri 
varians tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut 
dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung 
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jawab terhadap terjadinya varians sampai tingkat manajemen yang 
paling bawah. 
b. Infonnasi Nonfinansial 
Infonnasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur 
lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap 
kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja 
yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai 
organisasi dewasa ini adalah Balanced Scorecard. Dengan Balanced 
Scorecard kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek 
finansial saja, tetapi juga aspek nonfinansial. Pengukuran dengan 
metode Balanced Scorecard melibarkan empat aspek, yaitu: 
1) Perspektif finansial (financial perspective), 
2) Perspektifkepuasan pelanggan (customer perspective), 
3) Perspektif efisiensi proses internal (internal process ~ffzciency), 
dan 
4) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth 
perspective). 
Jenis informasi nonfinansial dapat dinyatakan dalam bentuk 
variabel kunci (key variable) atau sering dinamakan sebagai key 
success factor, key result factor, atau pulse point. Variabel kunci 
adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi 
sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak 
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diinginkan maka vmiabel ini harus segera disesuaikan. Suatu 
variabel kunci memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 
1) Menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan 
organisasi; 
2) Sangat volatile dan dapat berubah dengan cepat; 
3) Perubahannya tidak dapat diprediksi; 
4) Jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera; 
5) Variabel tersebut dapat diukur, baik secara langsung maupun 
melalui ukuran antara (surrogate). 
B. Penilaian Kesehatan BUMN 
Penilaian tingkat kinerja kesehatan BUMN, sampai saat ini masih 
mengacu pada pedoman dari keputusan kementrian BUMN dengan nomor 
KEP-1 00/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002 mengenai penilaian tingkat 
kesehatan BUMN. Tujuannya adalah untuk mengadakan penilaian terhadap 
tingkat kesehatan BUMN dalam suatu periode tertentu. 
Penilaian kinelja keuangan pada suatu perusahaan sangatlah penting, 
karena dapat dianalisis sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Menurut 
Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-
100/MBU/2002, tentang penilaian tingkat kerja Badan Usaha Milik Negara, 
dengan adanya keputusan menteri BUMN Nomor : KEP-1 00/MBU/2002. 
Pembuatan keputusan ini menimbang beberapa hal, antara lain : 
1. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang 
semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja 
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yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan 
daya saing, 
2. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KtVIK.O 1611998 dan 
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala 
Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 
telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat 
kinelja Badan Usaha Milik Negara, 
3. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN 
pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Pemsahaan Umum (PERUM), dan 
Pemsahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, 
maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada 
hurufb, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998, 
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, 
perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang 
Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. 
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-
1 00/MBU/2002, tentang Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha 
Milik Negara, sebagai berikut: 
1. Aspek Keuangan 
a. Return On Equity (ROE), dengan rumus : 
Laba setelah Pajak 
ROE= X 100% 
Modal sendiri 




EBIT + Penyusutan 
ROI= X 100% 
Capital Employed 
c. Rasio Kas ( Cash Ratio), dengan rumus : 
Kas + Bank + Surat Berharga 1 angka Pendek 
Cash Rasia= 
Current Liabilitas 
d. Rasio Lancar (Current Ratio), dengan rum us : 
Current Asset 
Current Ratio = --------X 100% 
Current Liabilitas 
e. Collection Periods (CP) 
Total Piutang Usaha 
CP x 365 hari 
Total Pendapatan Usaha 
f. Perputaran Persediaan (PP) 
PP= 
Total Persediaan 
x 365 hari 
Total Pendapatan Usaha 
g. Perputaran Total Asset Turn Over (TATO) 
Total Pendapatan 
TATO= --------X 100% 
Capitallmployed 
h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset 
Total Modal Sendiri 






I• [ __ 
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2. Aspek Operasional 
Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara 
kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skomya sebagai 
berikut: 
a. Baik sekali (BS) skor 1 00% x Bobot indikator yang 
bersangkutan, 
b. Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan, 
c. Cukup (C): skor =50% x Bobot indikator yang bersangkutan, 
d. Kurang (K): skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan. 
Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum 
adalah sebagai berikut : 
a) Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau 
diatas normal baik diukur dmi segi kualitas (waktu, mutu dan 
sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya). 
b) Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar 
normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas 
(produktivitas, rendemen dan sebag~inya) maupun kualitas (waktu, 
mutu dan sebagainya). 
c) Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segt 
kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas 
(produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan 
dari segi kualitas dan kuantitas. 





















3. Aspek Administrasi 
a. Penentuan Penilaian 
Tabel 1 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit 
Jangka Waktu Laporan Audit Diterima Skor 
sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku 3 
perhitungan tahunan ditutup 
sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku 2 
perhitungan tahunan ditutup 
lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan 0 
tahunan ditutup 
Penilaian tingkat kinerja keuangan berdasarkan pada Keputusan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-100/MBU/2002, 
tanggal 4 juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). Tingkat kinerja keuangan perusahaan digolongkan ke 
dalam 3 (tiga) kategori, sesuai dengan BAB II pasal 3, yaitu : 
1. Kategori sehat, yang terdiri dari : 
a. AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95, 
b. AA apabila 80 < TS < = 95, -
c. A apabila 65 < TS < = 80. 
2. Kategori kurang sehat, yang terdiri dari : 
a. BBB apabila 50 < TS < = 65, 
b. BB apabila 40 < TS < = 50, 
c. B apabila 30 < TS < = 40. 
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3. Kategori tidak sehat, yang terdiri dari : 
a. CCC apabila 20 < TS < = 30, 
b. CC apabila 10 < TS < = 20, 
c. C apabila = 1 0. 
C. Peranan lndikator Kinerja Dalam Pengukuran Kinerja 
Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah 
teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja 
untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat capaian 
kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan terget 
kinerja atau standar kinerja. Tahap akhir adalah evaluasi kinerja yang 
hasilnya berupa feedback, reward dan punishment kepada manajer pusat 
pertanggungjawaban. 
lndikator kinerja digunak?n sebagai indikator pelaksafl:aan strategi yang 
telah ditetapkan. lndikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor 
keberhasilan utama organisasi (critical success factor) dan indikator kinerja 
kunci (key performance indicator). 
1. Faktor Keberhasilan Utama 
Adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit 
kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan 
memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan nonfinansial pada 
kondisi waktu tertentu. Critical success factor tersebut harus secara 
konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. 
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2. Indikator Kinerja Kunci 
Merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai 
ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial 
untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat 
digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor capaian kinerja. 
Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah 
suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. 
Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe 
pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu 
mempertimbangkan komponen berikut : 
a. Biaya pelayanan (cost of service); 
b. Penggunaan (utilization); 
c. Kualitas dan standar pelayanan (quality and stdndards); 
d. Cakupan pelayanan (coverage); dan 
e. Kepuasan (satisfaction). 
Indikato:· biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), 
misalnya biaya per unit pelayanan (panjang jalan yang diperbaiki, jumlah ton 
sampah yang terangkut, biaya per siswa). Beberapa pelayanan mungkin tidak 
dapat ditentukan biaya unitnya, karena output yang dihasilkan tidak dapat 
dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. 
Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja proksi. 
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Indikator penggunaan (utilization) pada dasamya membandingkan 
an tara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service) dengan 
perrnintaan publik (public demand). Indikator ini harus mempertimbangkan 
preferensi publik, sedangkan pengukuran biasanya berupa volume absolut 
atau presentase tertentu, misalnya presentase penggunaan kapasitas. 
Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang 
paling sulit diukur, karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. 
Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara 
hati-hati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru dapat 
menyebabkan kontra produktif. 
Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat 
kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan 
pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Indikator 
kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara langsung. 
Bagi pemerintah daerah, metode penJanngan aspuas1 masyarakat 
(needassessment) dapat JUga digunakan untuk menetapkan indikator 
kepuasan. Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi misalnya 
jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja tersebut memerlukan kerja 
sama antar unit keija. 
D. Indikator Kinerja dan Pengukuran Value For Money 
Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 

























dihasilkan saJa, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan 
outcome secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu 
ditambahkan pengukuran distlibusi dan cakupan layanan (equity & service 
coverage). Pennasalah yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam 
melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena 
output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi 
lebih banyak berupa intangible output. 
Istilah "ukuran kinerja" pada dasamya berbeda dengan istilah "indikator 
kinerja". Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, 
sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja yang tidak 
langsung, yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi 
kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui 
indikator-indikator kinerja se~agai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk 
menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-haal sebagai berikut: 
1. Sistem perencanaan dan pengendalian 
Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur 
dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah 
dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan 
menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada 
spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab. 
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2. Spesifikasi teknis dan standardisasi 
Kine1ja suatu kegiatan, program dan organisasi diukur dengan 
menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan 
bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian. 
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme 
Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi standardisasi 
yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi 
teknis dan profesional dalam bekerja. 
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar 
Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan 
hukuman (reward & punishment) yang bersifat finansial, sedangkan 
mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang 
menjamin terpenuhinya value for money. Ukuran kinerja digunakan 
sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman { alat 
pembinaan). 
5. Mekanisme sumber daya man usia 
Pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk 
memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personel dan organisasi. 
Peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain: 
a. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi; 
b. Untuk mengevaluasi target akhir (final outcome) yang dihasilkan; 
c. Sebagai masukan untuk menetukan skema insentif manajerial; 
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d. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan 
pilihan; 
e. Untuk menunjukkan standar kinerja; 
f. Untuk menunjukkan efektivitas; 
g. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya 
yang paling baik untuk mencapai target sasaran; dan 
h. Untuk mewujudkan wilayah, bagian atau proses yang masih potensial 
untuk dilakukan penghematan biaya. 
Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, 
efisiensi dan efektivitas (value for money) organisasi adalah bagaimana 
membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi 
yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga 
pasar, Solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara 
membandingkan input finansial (biaya) dengan output nonfinansial, misalnya 
biaya unit (unit cost statistics). Unit cost statistics tersebut dapat digunakan 
sebagai benang merah untuk mengukur kinerja. Unit-unit kerja pemerintah 
diharapkan dapat menghasilkan sejumlah unit cost statistics yang spesifik 
untuk unit kerja. 
Ukuran-ukuran statistik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat 
pembaca anggaran dan laporan keuangan pemerintah yang bukan ahli di 
bidang manajemen keuangan publik sebagai dasar untuk menilai kinerja 
















berbentuk unit cost statistics dapat digunakan untuk membandingkan kinerja 
unit kerja lain yang sejenis. 
Bagi pemerintah, angka-angka statistik tersebut dapat digunakan untuk 
membandingkan kinerja, menilai tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja 
serta untuk mengetahui sebab-sebab inefisiensi dan ketidakefektivan unit 
kerja yang bersangkutan. Unit cost statistics sebagai bentuk indikator kinerja 
tidak saja berfungsi sebagai benang merah untuk mengukur kinerja, akan 
tetapi juga mendorong untuk dilakukannya inveatigasi lebih detail atas hasil 
yang dicapai oleh suatu unit kerja. Indikator kinerja dapat juga digunakan 
untuk membandingkan kinerja unit kerja tertentu dengan kinerja rata-rata 
nasional a tau regional untuk jenis pelayanan yang sama. 
E. Pengertian Laporan Keuangan 
Laporan keuangan pada dasamya adalah hasil dari proses akuntansi yang 
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 
aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
data atau aktivitas perusahaan tersebut. (Munawir: 2001) 
Menurut Myer dalam bukunya Financial Statement Analysis 
mengatakan bahwa : 
Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir 
periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau 
daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada 
waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan 
untuk menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang 
dibagikan (laba yang ditahan). 
Menurut PSAK No. 1 (Revisi 1998) tujuan laporan keuangan adalah 
untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, 
kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 
kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan 
ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen 
atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 
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Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan 




d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan serta kerugian; dan 
e) arus kas. 
Laporan keuangan merupakan suatu laporan kinerja yang bersifat 
bistoris atas suatu perusahaan pada petiode tertentu yang bermanfaat dalam 
memberikan suatu informasi untuk mengevaluasi, menganalisis, dan 
mengambil keputusan bagi para eksekutif perusabaan. 
Pibak-pibak yang berkepentingan terbadap posisi keuangan maupun 
perkembangan suatu perusabaan adalab : para pemilik perusahaan, manager 
penisabaan yang bersangkutan, para kreditur, bankers, para investor dan 
pemerintab di mana perusabaan tersebut berdomisili, burub serta pibak-pibak 
lainnya. Di samping itu laporan keuangan akan dapat digunakan oleh 
management untuk : 
1. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusabaan. 
2. Untuk menentukan/mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses atau 
produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai 
oleb perusabaan yang bersangkutan. 
3. Untuk menilai dan mengukur basil kerja tiap-tiap individu yang telab 
diserahi wewenang dan tanggungjawab. 
4. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau 

















Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan 
rug1 laba serta laporan perubahan modal, dimana neraca menunjukkan/ 
menggambarkan jumlah aktiva, utang dan modal dari suatu perusahaan pada 
tanggal tertentu, sedangkan perhitungan (laporan) rugi laba memperlihatkan 
hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama 
periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan 
penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal 
perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikut sertakan kelompok lan 
yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. 
Laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai 
suatu progress report laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan 
hasil dari suatu kombinasi antara: 
1. Fakta yang telah dicatat (recorded.fact), 
2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (accounting 
convention and postulate), 
3. Pendapat pribadi (Persona/judgment). 
Dalam Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi 
Indonesia, Jakarta 1974 halaman 14) secara terperinci menjelaskan tentang 
sifat dan keterbatasan laporan keuangan sebagai berikut: 
1. Laporan keuangan ialah laporan yang bersifat sejarah, yang tidak lain 
merupakan laporan atas kejadian-kejadian yang telah lewat, maka 
















maksud investasi, sebabnya adalah bahwa data-data yang disajikan oleh 
akuntansi semata-mata hanya didasarkan atas "cost" (yang bersifat 
historis) dan bukan at as dasar nilainya. 
2. Laporan keuangan itu bersifat umum dan bukan untuk memenuhi 
keperluan tiap-tiap pemakai. 
3. Laporan keuangan itu sebagai basil dari pemakaian stelsel timbulnya hak 
dan kewajiban dalam akuntansi. 
4. Laporan keuangan itu bersifat konsen1atif dalam sikapnya menghadapi 
ketidakpastian, peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan segera 
diperhitungkan kerugiannya. 
5. Laporan keuangan itu lebih menekankan bagaimana keadaan sebenamya 
peristiwa-peristiwa itu dilihat dari sudut ekonomi daripada berpegangan 
pada formilnya. 
6. Laporan keuangan itu menggunakan istilah-istilah teknis. 
F. Analisis Rasio 
Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu 
jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat 
analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran 
kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan 
suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan 
angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. 
Analisis rasio seperti halnya alat-alat analisa yang lain adalah '~ji1ture 
oriented', oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan 
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faktor-faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor-faktor 
dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan 
atau basil operasi perusahaan yang bersangkutan. 
G. Klasifikasi Rasio Keuangan 
Menurut Agus Sartono (2001; 114) bahwa analisis ras10 keuangan 
dibagi menjadi empat kelompok rasio yaitu : 
1) Rasio Likuiditas 
Rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban finansial yang jangka pendek tepat pad a waktunya. 
2) Rasio Aktivitas 
Rasio aktivitas adalah mengukur sejauh mana efisiensi perusahaan dalam 
menggunakan aset untuk memperoleh penjualan. 
3) Financial leverage ratio 
Financial leverage ratio adalah menukur kapasitas perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban baik itu jangka endek mauun jangka panjang. 
4) Rasio Profitabilitas 
Rasio Profitabilitas adalah mengukur seberaa besar kemampuan 
perushaan memperoleh laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, 
aset maupun laba bagi modal sendiri. 
H. Rasio Likuiditas 
Likuiditas perusahaan, menunjukkan kemampuan untuk membayar 
kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas 
perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yan 
mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutan, 
persediaan. Dengan menggunakan laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, 
Laporan rugi-laba, laporan perubahan modal maka rasio - rasio tersebut : 
a. Current ratio 
Current ratio Aktiva Lancar X 100% 
Utang Lancar 
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Semakin tinggi current ratio ini bermii semakin besar kemampuan 
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka endek. Aktiva 
lancar yang dimaksud termasuk kas, piutang, surat berharga dan 
persediaan. Dari aktiva lancar tersebut, persediaan merupakan aktiva 
lancar yang kurang liquid dibanding dengan yang lain. 
b. Acid Test Ratio 
Acid Test Ratio Aktiva Lancar-Persediaan X lOO% 
Utang Lancar 
Rasio 1111 seperti halnya current ratio, tetapi hanya 
memperhitungkan aktiva lancar yang benar-benar liquid saJa, yakni 
aktiva lancar di luar persediaan. Pengertian likuiditas sebenarnya 
mengandung dua dimensi, yaitu: 
I) waktu yang diperlukan untuk mengubah aktiva menjadi kas, · 
2) kepastian harga yang akan terjadi. 
Dengan demikian diantara ketiga elemen aktiva lancar tersebut 
memang piutang lebih likuid dibanding dengan persediaan dan 
memerlukan waktu yang lebih pendek untuk mengubah menjadi 
kas. 
I. Rasio Aktivitas 
Salah satu tujuan manajer keuangan adalah menentukan seberapa besar 
efisiensi investasi pada berbagai aktivitas. Dengan kata lain rasio aktivitas 
menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secm·a optimal, 
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kemudian dengan cara membandingkan rasw aktivitas dengan standar 
industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri. 
Periode pengumpulan piutang, yaitu rata-rata hari yang diperlukan 
untuk mengubah piutang menjadi kas. Biasanya ditentukan dengan membagi 
piutang dengan rata-rata penjualan harian. Ada yang menggunakan piutang 
rata-rata yang dibagi dengan penjualan kredit, hal ini dilakukan apabila 
piutang awal tahun sangat berbeda dengan piutang akhir tahun. 
a. Periode pengumpulan piutang 
Periode pengumpulan piutang 
b. Perputaran piutang 
· Piutang x 360 
Penjualan Kredit 
P . Penjua. lan Kredit. X lQQOio erputaran pmtang i'l 
Pmtang 
Kedua rasio tersebut berhubungan, di mana hari dalam satu tahun, 
360 dibagi dengan periode pengumpulan piutang akan menghasilkan 
perputaran piutang. Apabila piutang berfluktuasi sangat besar maka 
sebaiknya menggunakan piutang rata-rata. 
Terlalu tinggi periode pengumpulan piutang itu berarti bahwa 
kebijakan kredit terlalu liberal atau bebas, akibatnya timbul bed-debt dan 
investasi dalam piutang menjadi terlalu besar akibatnya keuntungan akan 
menurun. Sebaliknya periode pengumpulan piutang yang terlalu pendek 
berarti kebijakan kredit terlalu ketat dan besar kemungkinannya 
c. 
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perusahaan akan kehilangan untuk memperoleh keuntungan. Untuk itu 
standar kredit perlu diperlonggar. 
Perputaran persediaan 
Perputaran persediaan Harga Pokok Penjualan 
Rata-rata Persediaan 
Penggunaan rata-rata di sini, seperti halnya perputaran piutang 
dimaksudkan agar lebih tepat lagi apabila persediaan mengalami 
perubahan yang cukup besar. Yang penting adalah apabila kita akan 
membandingkan dengan yang telah dicapai pada periode sebelumnya 
maka harus konsisten. Perusahaan yang perputaran persediaannya makin 
tinggi itu berarti makin efisien, tetapi perputaran yang terlalu tinggi juga 
tidak baik, untuk itu perlu ditentukan keseimbangan. 
Perputaran aktiva tetap, adalah rasto antara penjualan deng·an 
aktiva tetap neto. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan 
menggunakan aktiva tetapnya seperti gedung, kendaraan, mesin-mesin, 
perlengkaan kantor. 
d. Perputaran aktiva tetap 
. Penjualan Perputaran aktiVa tetap = -~-­
Aktiva Tetap 
Perputaran total aktiva, menunjukkan bagaimana efektivitas 








penjualan dan mendapatkan laba. Tingkat perputaran ini juga ditentukan 
oleh perputaran elemen aktiva itu sendiri. 




Financial Leverage menunjukkan propors1 atas penggunaan utang 
untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage 
berarti menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan utang itu sendi1i bagi 
perusahaan mengandung tiga dimensi, yaitu : 
a. Pemberian kredit akan menitik beratkan pada besamya jaminan atas 
kredit yang diberikan, 
b. Dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya _maka pemilik 
perusahaan keuntungannya akan meningkat, 
c. Dengan menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan tidak 
kehilangan pengendalian perusahaan. 
1) Debt Ratio 
D b R . Total Utang e t atzo = . Total Aktwa 
Semakin tinggi ras1o ini maka semakin besar risiko yang 
dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang 
semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal 







2) Debt to Eqiuty Ratio 
D b E . R . Total Utang e t to qzuty atzo = _____ ..::....._ Total Modal Sendiri 
3) Time Interest Earned Ratio 
'T'" l E d R . Laba Sebelum Bung a dan pajak .~.zme nterest arne atzo = ______ _:::_ _ .:........:=---
BebanBunga 
Time interest earned ratio, adalah rasio antara laba sebelum 
bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga atau mengukur 
seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami 
kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga. 
4) Fixed Charge Converage Ratio 
F . d Ch C R . EBIT+Bunga+Pembayaran sewa zxe aroe onveraoe atzo = ___ ___:::_ __ --=------
0 ° Bunga+Pembayaran sewa 
Fixed Charge Coverage Ratio, mengukur berapa besar 
kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya tennasuk 
pembayaran dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan 
sewa. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivanya dari 
perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu. 
5) Debt Service Coverage 
. Lab a sebelum bung a dan pajak 
Debt Servzce Coverage = Angsuran pokok pinjaman 
Bung a+ Sewa+ (1-tarif pajak) 
Debt Service Coverage, mengukur kemampuan perusahaan 
memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi 
sama dengan leverage yang lain, hanya dengan memasukkan 
angsuran pokok pinjaman. 
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K. Rasio Profitabilitas 
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 
hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan 
demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan 
analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat 
keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. 
a. Gross Profit Margin 
G P ,t; An . Penjualan-Harga Pokok Penjualan ross ro1 zt 1v1argzn = _....:...._ ___ ___:::. ____ ....:_ __ Penjualan 
Semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. Tetapi 
perlu diperhatikan bahwa gross profit margin sangat dipengaruhi oleh 
harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka 
gross profit margin akan menurun begitu pula sebaliknya. 
b. Net Profit Margin 
-,. r p ,t; A, . _La_b_a_S_e_te_la_h_Pa-'J'--. a_k 1vet ro1 zt 1v1argzn = . PenJualan 
Apabila gross profit margin selama satu periode tidak berubah 
sedangkan Net Profit Marginnya mengalami penurunan maka berarti 
bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan 
penjualan. 
c. Return On Investment 









































Return On Investment atau Return On Assets menunjukkan 
kemampuan perusabaan mengbasilkan laba dari aktiva yang 
dipergunakan. 
d. Return On Equity 
R 0 E . Lab a setelah Pajak eturn n quzty = . . 
Modal Sendlrz 
Return On Equity atau Return On Net Worth mengukur 
kemampuan perusahaan memperoleb laba yang tersedia bagi pemegang 
sabam perusabaan. Rasio ini juga dipengarubi oleb besar-kecilnya utang 
perusahaan, apabila proporsi 1.itang makin besar maka rasio ini juga akan 
semakin besar. 
e. Profit Margin 
. EBIT Profit Margm = -. -.--
. Penjualan 
f. Rentabilitas Ekonomi 
b"l" Ek . EBIT Renta 1 1tas onom1 = . 
Total Aktwa 
EBIT adalab laba sebelum bunga dan pajak dikurangi dari basil 
penjualan. Dengan menggunakan bubungan antara perputaran aktiva 
dengan net profit margin maka dapat dicari earning power atau return on 
assets ratio. Earning power adalab basil kali net profit margin dengan 
perputaran aktiva. 
g. Earning Power 
E . p Penjualan Laba Setalah Pajak 
arnzng ower = Total Aktiva X Penjualan 
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Earning Power, merupakan tolok ukur kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini 
menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat 
perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dan net profit 
margin tetap maka earning power juga akan meningkat. Dua perusahaan 
mungkin akan mempunyai earning power yang sama meskipun 
perputaran aktiva dan nei profit margin keduanya berbeda. 
L. Kerangka Berpikir 
Secara ringkas kerangka berpikir secara konseptual dapat digambarkan 
sebagai betikut : 




Penilaian Kinerja : 
Analisis Rasio Keuangan 
l 
Keputusan Mentri BUMN NO. KEP-
1 00/MBU/2002 
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Tingkat Kinerja BUMN pada PT. PLN 
(Persero) 
Gam bar 1 :Kerangka Konseptual 
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M. Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat ras10 likuiditas atas laporan keuangan PT. PLN 
(Persero) tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
1 00/MBU/2002? 
2. Bagaimana tingkat rasw aktivitas atas laporan keuangan PT. PLN 
(Persero) tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
1 00/MBU/2002? 
3. Bagaimana tingkat rasio profitabilitas atas laporan keuangan PT. PLN 
(Persero) tahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
1 00/MBU/2002? 
4. Bagaimana tingkat ras10 rentabilitas atas laporan keuangan PT. PLN 
(Persero) fahun 2012 berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-
1 00/MBU/2002? 
A. Subjek dan Objek 
BAB III 
METODEPEMBAHASAN 
Subjek dari penelitian ini adalah pihak yang memberikan informasi 
mengenai laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 ialah Direktur 
Keuangan PT. PLN (Persero). Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah 
data-data yang diteliti ialah laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 
yang telah di audit. 
B. Jenis Data 
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, 
yaitu data yang merupakan Laporan Keuangan yang telah disusun oleh bagian 
keuangan pada PT. PLN (Persero) yang telah diaudit serta yang telah 
dipublikasikan. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan, 
peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dengan menggunakan metode 
ini peneliti mendapatkan beberapa data, antara lain : Laporan Posisi 
Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, 
Laporan Ekuitas Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian. 
D. Teknik Analisis Data 
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis deskriptif 
yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau peristiwa. 
Sedangkan alat untuk mengukumya adalah analisis likuiditas, aktivitas, 
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profitabilitas dan rentabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan 
memperoleh laba dari modal yang digunakan. Berdasarkan Keputusan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Nomor : KEP-1 00/MBU/2002, 
pada kasus ini peneliti hanya melakukan pembahasan mengenai Aspek 
Keuangan PT. PLN (Persero) untuk tahun 2012 adapun perhitungannya 
adalah sebagai berikut : 
a. Return On Equity (ROE) 
ROE= Laba Setelah Pajak X 100% 
Modal Sendiri 
Tabel2 : Daftar skor penilaian ROE 
ROE (100%) Infra 
15 <ROE 15 
13 <ROE<= 15 13,5 
11 <ROE<= 13 12 
9 <ROE<= 11 10,5 
7,9< ROE<= 9 9 
6,6< ROE <= 7,9 7,5 
5,3< ROE<= 6,6 6 
4 <ROE<= 5,3 5 
2,5< ROE <=4 4 
1 <ROE<= 2,5 3 
O<ROE<= 1 1,5 
ROE<O 1 
b. Return On Investment (ROI) 
ROI = EBIT+Penyusutan X 100% Capital Employed 
Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI 
ROI (100%) Infra 




















Infra Non Infra 
15 < ROI <= 18 9 13,5 
13 < ROI <= 15 8 12 
12 < ROI<= 13 7 10,5 
1 0,5< ROI <= 12 6 9 
9 < ROI <= 10,5 5 7,5 
7 <ROI <= 9 4 6 
5 <ROI <= 7 3,5 5 
3 < ROI <= 5 3 4 
1 <ROI <= 3 2,5 3 
0 < ROI <= 1 2 2 
ROI<O 0 1 
c. Cash Ratio 
C h R . _ Kas+Bank+Surat Berharga jangka Pendek lOOOI as atzo- x 10 
Utang Lancar 
Tabel 4 · Daftar skor penilaian cash ratio 
Cash Ratio= x (%) 
Infra 
x>= 35 '"' .) 
25 <=X< 35 2,5 
15<=x<25 2 
10<=x< 15 1,5 
5<=x<10 1 
O<=x<5 0 
d. Current ratio 
Current ratio Aktiva Lancar X 100% 
Utang Lancar 
Tabel 5 · Daftar skor penilaian current ratio 
Current Ratio = x (%) 
Infra 
125 <=X 3 
110 <=X< 125 2,5 
100 <=X< 110 2 
95 <=X< 100 1,5 

















Current Ratio= x (%) 
Infra 
X< 90 0 
e. Collection Periods (CP) 
CP = Total Puitang Usaha X lOO% 
Total Pendapatan Usaha 
Tabel 6: Daftar skor penilaian Collection Periods 
CP = x (hari) Perbaikan = x (%) 
X <=60 X> 35 
60 <X<= 90 30 <X<= 35 
90 <X<= 120 25 <X<= 30 
120<x<= 150 20 <X<= 25 
150 <X<= 180 15 <X<= 20 
180 <X<= 210 10 <X<= 15 
210 <X<= 240 6 <X<= 10 
240 <X<= 270 3 <X<= 6 
270 <X<= 300 1 <X<= 3 
300<x 0 <X<= 1 
f. Perputaran Persediaan 
Skor 
I Non Infra 
I 0 
Skor 











Perputaran Persediaan Total Persediaan X 365 hari 
Total Pendapatan Usaha 
Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan 
PP=x Perbaikan = x Skor 
(hari) (hari) Infra Non Infra 
X <=60 35 <X 4 5 
60 <X<= 90 30 <X<= 35 3,5 4,5 
90<x<= 120 25 <X<= 30 3 4 
120<x<=150 20 <X<= 25 2,5 3,5 
150 <X<= 180 15<x<=20 2 3 
180 <X<= 210 10 <X<= 15 1,6 2,4 
210 <X<= 240 6 <X<= 10 1,2 1,8 
240 <X<= 270 3 <X<= 6 0,8 1,2 
270 <X<= 300 1 <X<= 3 0,4 0,6 
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g. Perputaran Total Asset/Total Asset Tum Over (T ATO) 
TA TO = Total Pendapatan X 100% 
Capital Employed 
Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset 
TATO = x (%) Perbaikan = x (%) 
120 <X 20<x 
105 <X<= 120 15 <X<= 20 
90 <X<= 105 10 <X<= 15 
75 <X<= 90 5 <X<= 10 
60 <X<= 75 0 <X<= 5 
40 <X<= 6 X<= 0 
20 <X<= 40 x<O 
X <=20 x<O 
Skor 










h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap 
TA) 
TMS terhada T A = Total Modal Sendiri X 1 OO% p Total Aktiva 
Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 
TMS terhadap T A (%) = Skor 
X Infra Non Infra 
x<O 0 0 
O<=x<10 2 4 
10<=x<20 3 6 
20 <=X< 30 4 7,25 
30<= X <40 6 10 
40 <=X< 50 5,5 9 
50<= X< 60 5 8,5 
60 <=X< 70 4,5 8 
70 <=X< 80 4,25 7,5 
80 <=X< 90 4 7 



















Pada pembahasan ini aspek yang digunakan hanya aspek keuangan 
pada PT. PLN (Persero) maka penentuan kategori penilaian tingkat kesehatan 
PT. PLN (Persero) diinterpolasi dengan asumsi total nilai 50 sama dengan 
100%. Total nilai 50 ini diperoleh dari total nilai maksimal yang ditentukan 
oleh Kementrian BUMN dengan No: KEP-1 00/MBU/2002. 
Dengan nilai interpolasi 50 ~ 100% maka kategori penilaian tingkat 
kesehatan BUMN sebagai berikut : 
a. SEHA T, yang terdiri dari : 
1. AAA apabila total (TS) lebih besar dari 47,5, 
2. AA apabila 40 <TS<= 47,5, 
3. A apabila 32,5 <TS<= 40. 
b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari: 
1. BBB apabila 25 <TS<= 32,5, 
2. BB apabila 20 <TS<= 25, 
3. B apabila 15 <TS<= 20. 
c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari: 
1. CCC apabila 10 <TS<= 15, 
2. CC apabila 5 <TS<= 10, 
3. C apabila TS <= 5. 
BABIV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Perusahaan 
1. Pendi1ian Perusahaan 
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bergerak dibidang usaha 
Pembangkitan, Distribusi, Transmisi dan Jasa lain terkait kelistrikan. PT. 
PLN ini berpusat di Jakarta dengan alamat di jalan Trunojoyo Blok-M 
No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia. PT. PLN ini 
didirikan pada tanggal 1 J anuari 1961, dengan nama J awatan Listrik dan 
Gas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dasar 
hukum peridirian BUMN ini berdasarkan pada : 
a. Peraturan Pemerintah Nol/S.D. tangga1 27 Oktober 1945 berdiri 
sebagai J awatan Listrik dan Gas. 
b. Peraturan Pemerintah No 67 tahun 1961, diganti sebagai Perusahaan 
Negara, disebut sebagai Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik 
Negara. 
c. Peraturan Pemerintah no 19 tahun 1965, dibentuk sebagai 
Perusahaan Listrik Negara. 
d. Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1972, tanggal 3 Juni 1972, 
ditegaskan menjadi Perum Perusahaan Listrik Negara. 
e. Akta 169, 30 Juli 1994 dari Sutjipto, Notaris, Perum PLN dirubah 















2. Sejarah PT. PLN 
Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia bennula sejak akhir 
abad ke-19, melalui pembangunan pembangkit listrik untuk keperluan 
sendiri di beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang 
pabrik gula dan perkebunan teh. Hingga kemudian antara tahun 1942-
1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda 
tersebut oleh J epang. 
Seiring dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, di akhir 
tahun 1945, para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi 
Buruh/Pegawai Listrik dan Gas bersama-sama dengan Pimpinan Komite 
Nasional Indonesia (KNI) Pusat berinisiatif menghadap Presiden 
Soekamo untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada 
Pemerintah Republik Indonesia. 
Tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekamo kemudian 
membentuk J awatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Depart em en 
Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik 
saat itu adalah sebesar 157,5 MW. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan. 
Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum 
Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan listrik, gas 
dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan, diikuti 
pernbentukan 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara 
(PGN) sebagai pengelola gas. 
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Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.l7, status 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) berubah menjadi Perusahaan Umum 
Listrik Negara, bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha 
Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi 
kepentingan umum. Tahun 1994 Pemerintah memberikan kesempatan 
kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik. 
PLN kemudian beralih menjadi Perusahaan (Persero) dan juga sebagai 
PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Seiring 
dengan terbitnya UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai 
PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tugas 
menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Total daya 
pembangkit milik PLN yang dikelola sampai akhir tahun 2012 telah 
berkembang menjadi 32,901 MW. 
Tonggak sejarah PT. PLN mulai dari akhir abad 19 sampai dengan 
abad 20 antara lain adalah sebagai berikut : 
a. Akhir Abad 19 
Perusahaan-perusahaan Belanda dibidang Pabrik Gula dan 
Perkebunan Teh membangun pembangkit listrik untuk keperluan 
sendiri. 
b. Tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 
Seluruh perusahaan Penyedia Tenaga Listrik eks Belanda diambil 
alih J epang. 
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c. Pada tanggal 27 Oktober 1945 
Presiden Soekamo membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah 
Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. 
d. Pada tanggal 1 Januari 1961 
Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan 
Umum Perusahaan Listrik Negara) dengan bidang usaha penyediaan 
listrik, gas dan kokas. 
e. Pada tanggal 1 J anuari 1965 
BPU-PLN dibubarkan, dibentuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas N egara (PGN) 
sebagai pengelola gas. 
f. Tahun 1970 
Status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) . 
sesuai ketetapan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1970. 
g. Tahun 1972 
Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara dan 
bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan 
(PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan 
urn urn. 
h. Tahun 1992 
Tahun pertama mendapatkan dana dari pasar modal domestik, 













1. Tahun 1994 
Status badan hukum berubah menjadi Perseroan Terbatas, sesum 
Akta no 169 30 Juli 1994 dari Sutjipto S.H. Notaris, Jakarta. 
J. Tahun 2005 
PLN memulai program Transformasi menjadi Perusahaan Penyedia 
dan Penyalur Listrik Kelas Dunia. 
k. Tahun 2006 
Sesuai Peraturan Presiden no 71 tahun 2006, PLN ditugasi untuk 
membangun berbagai PLTU berbahan bakar batubara sebesar 10.000 
MW tahap pertama (FTP I). 
1. Tahun 2009 
Undang-undang No 30 tahun 2009 disahkan, PLN bukan lagi 
sebagai PKUK, namun beroperasi sebagai Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi 
kepentingan umum. 
m. Tahun 2010 
1) Sesuai Peraturan Presiden No.4. tahun 201 0, PLN ditugasi untuk 
membangun berbagai PLTU berbahan bakar batubara, gas 
maupun panas bumi sebesar 10.000 MW tahap kedua (FTP II). 
2) PLN mulai menerapkan teknologi sistem pengelolaan tagihan 
terpadu melalui penerapan Pengelolaan dan Pengawasan Arus 
Pendapatan Secara Terpusat (P2APST). 
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3) PLN mulai memperkenalkan sistem listrik prabayar untuk 
meningkatkan mutu layanan dan mengamankan pendapatan. 
3. Bidang Usaha PT. PLN 
Sesuai UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan dan Anggaran 
Dasar Perusahaan Akta Notaris Le1my Janis Ishak S. H., No.2 tanggal 1 
Juli 2008, bidang usaha PLN, adalah: 
a. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup: 
1) Pembangkitan tenaga listrik, 
2) Penyaluran tenaga listrik, 
3) Distribusi tenaga listrik, 
4) Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, 
5) Pengembangan penyediaan tenaga listrik, 
6) Penjualan tenaga listrik. 
b. Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup: 
1) Konsultansi ketenagalistrikan, 
2) Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, 
3) Pemeriksaan dan pengujian peralatan ketenagalistrikan, 
4) Pengoperasian dan perneliharaan peralatan ketenagalistrikan, 
5) Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, 
6) Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, 
7) Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. 
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c. Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup: 
1) Pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan sumber energi lainnya 
untuk tenaga listrik, 
2) Jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, 
penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, 
3) Industri perangkat keras, lunak dan lainnya di bidang 
ketenagalistrikan, 
4) Ke:rja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang 
ketenagalistrikan di bidang pembangunan, operasional, 
telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan, 
5) Usahajasa ketenagalistrikan. 
Lebih Ian jut lagi, bidang usaha PLN mencakup juga: 
a. Kegiatan perencanaan pengembangan fasilitas tenaga lishik 
(pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjang, 
rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan 
organisasi, dan SDM. 
b. Kegiatan pembangunan konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik 
pembangkitan, transmisi dan gardu induk. 
c. Kegiatan pengusahaan/operasi pusat-pusat pembangkit tenaga listrik 
yang terdiri dari: Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU); Pusat Listrik 
Tenaga Air (PLTA); Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine); 
Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); Pusat Listrik Tenaga 





























Tenaga Bayu (PL TB). PLN juga menjalankan kegiatan sewa 
pembangkit dan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-
pusat pembangkit tenaga listrik swasta. 
d. Kegiatan tiset dan penunjang berkaitan dengan bidang kelistrikan. 
4. Visi dan Misi PT. PLN 
a. Visi 
"Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, 
unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani". 
b. Misi 
1) Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan 
pemegang saham. 
2) Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan masyarakat. 
3) Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 
ekonomi. 
4) Menjal.ankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
5. Kepemilikan Saham 
PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. PT PLN 
(Persero) hingga saat ini bel urn melakukan penawaran perdana saham 
(IPO). Namun Perseroan telah menerbitkan beberapa seri obligasi 
korporasi, sukuk, dan obligasi global. 
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B. Analisis Data 
Berdasarkan laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 yaitu 
laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas 
tahun 2012, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis dan evaluiasi 
tehadap aspek keuangan PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut: 
1. Aspek Keuangan 
Berdasarkan laporan keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 
yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi, maka 
selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap rasio-rasio sesuai 
dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-1 00/MBU/2002 tanggal 4 
Juni 2002. 
Berikut adalah data yang dipergunakan untuk menghitung 
rasio keuangan PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 sesuai dengan 
Keputusan Menteri BUMN No. Kep-1 00/MBU/2002 tanggal 4 Juni 
2002. 
Tabel 10 : Data Keuangan yang Digunakan untuk Menghitung Rasio Keuangan 
NamaAkun 2012 2011 
Kas dan Setara Kas Rp 22.639.853.000.000 -
Piutang Usaha Rp 3.851.920.000.000 -
Persediaan Rp 16.738.446.000.000 -
Aktiva Lancar Rp 68.639.956.000.000 -
Pekerjaan Dalam Rp 102.810.172.000.000 Rp 302.489.947.000.000 
Pelaksanaan 
Total Aktiva Rp 540.705.764.000.000 Rp 467.782.603.000.000 
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NarnaAkun 2012 2011 
Kewajiban Lancar Rp 74.602.903.000.000 -
Modal Senditi Rp 150.599.670.000.000 -
Pendapatan Usaha Rp 232.656.456.000.000 Rp 208.017.823.000.000 
Pendapatan Non (Rp 28.5509.278.000.000) (Rp 16.863.228.000.000) 
Usaha 
Penyusutan Rp 19.499.221.000.000 -
EBIT Rp 1.031.728.000.000 -
Laba Setelah Pajak Rp 3.205.524.000.000 -
Dalarn penilaian aspek keuangan berdasarkan Keputusan 
Menteri BUMN No. Kep-1 00/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 
rnenggunakan metode penilaian perhitungan rasio-rasio keuimgan. 
Indikator-indikator perhitungan aspek keuangan adalah sebagai 
berikut: 
a. Rasio Kas/ Cash Ratio 
Rasio Kas PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 
30,85%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-
1 00/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, rnaka dapat dihitung 
skor untuk rasio kas adalah 2,5 karena rasio kas PT. PLN (Persero) 
tahun 2012 mencapai angka 30,85%, karena antara 25<=x<35% 
rnaka rnendapatkan skor 2,5. Dengan perolehan skor 2,5 rnaka 
rasio kas PT. PLN (Persero) harnpir mendekati skor tertinggi dari 








Dengan pencapaian rasw kas yang mencapai 30,85% ini 
menunjukkan bahwa posisi kas pada akhir tahun lebih tinggi 
daripada kewajiban lancamya. Hal ini menunjukkan bahwa 
perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam penyediaan 
dana tunai untuk membiayai operasi perusahaan atau untuk 
membayar kewajiban jangka pendeknya. 
Berikut ini adalah perhitungan Cash ratio PT. PLN 
(Persero) pada tahun 2012: 
h 
Kas+Bank+Surat Berharga Jangka Pendek 
Cas ratio = X 1 00% Utang Lancar 
Kas dan Setara Kas = Rp 22.639.853.000.000 
Investasi J angka Pendek = Rp 378.208.000.000 + 
=Rp 23.018.061.000.000 
Kewajiban Lancar =Rp 74.602.903.000.000 
Rp 23.018.061.000.000 
Cash Ratio = X 100% 
Rp 74.602.903.000.000 
= 30,85% 
b. Rasio Lancar/ Current Ratio 
Rasio Lancar PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 
92,01%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-
1 00/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung 
skor untuk rasio lancar adalah 1 karena rasio lancar PT. PLN 
(Persero) tahun 2012 mencapai angka 92,01%, karena berada 






















Dengan pencapaian rasio lancar yang mendapatkan skor 1 
ini menunjukkan bahwa belum seluruh aktiva lancar yang dimiliki 
oleh PT. PLN (Persero) ini dapat menutupi seluruh kewajiban 
lancamya. Hal ini terjadi karena posisi akhir aktiva lancar PT. PLN 
(Persero) lebih sedikit dibandingkan dengan posisi akhir kewajiban 
lancamya. 
Berikut ini adalah perhitungan Current Ratio PT. PLN 





Rp 68.639.956.000.000 . 
Current Ratio = X 1 00% 
Rp 74.602.903.000.000 
= 92,01% 
c. Pel)Jutaran Persediaan {PP) 
Rasio Perputaran Persediaan PT. PLN (Persero) tahun 2012 
adalah sebesar 26,26 hari. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN 
No. KEP-1 00/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat 
dihitung skor untuk rasio perputaran persediaan adalah 4 karena 
rasio perputaran persediaan PT. PLN (Persero) tahun 2012 
mencapai angka 26,26 hari, karena berada antara x<=60 hari maka 
mendapatkan skor 4. Dengan perolehan skor 4 maka ras10 
perputaran persediaan PT. PLN (Persero) memperoleh skor 
tertinggi dari yang ditetapkan Kementrian BUMN yaitu dengan 
skor 4. 
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Rasio perputaran persediaan ini menunjukkan berapa lama 
persediaan itu disimpan sebelum persediaan tersebut dijual ataupun 
digunakan. Semakin cepat waktu perputaran persediaan yang 
diperoleh maka semakin baik, apabila waktu yang diperoleh 
perputaran persediaan terlalu tinggi atau semakin lama dapat 
menandakan adanya kekurangan persediaan a tau pun 
mengakibatkan adanya kerusakan pada persediaan yang tidak 
digunakan semakin banyak. Pencapaian tingkat perputaran 
persediaan yang mencapai bobot angka tertinggi yang ditetapkan 
oleh Kementrian BUMN maka hal ini menunjukkan efektivitas 
operasional perusahaan semakin baik karena persediaan yang ada 
dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menghasikan pendapatan. 
Berikut ini adalah perhitungan PP PT. PLN (Persero) pada 
tahun 2012: 
Total Persediaan 
PP = X 365 hari 
Total Pendapatan Usaha 
Rp 16.738.446.000.000 
PP = X 365 hari 
Rp 232.656.456.000.000 
= 26,26 hari 
d. Collection Periods (CP) 
Collection Periods PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah 
sebesar 6,04 hari. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. 
KEP-I 00/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat 
dihitung skor untuk Collection Periods adalah 4 karena Collection 
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Periods PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 6,40 hari, 
karena antara x<=60 hari maka mendapatkan skor 4. Dengan 
perolehan skor 4 maka Collection Periods PT. PLN (Persero) 
memperoleh skor tertinggi dari yang ditetapkan Kementrian 
BUMN yaitu dengan skor 4. Dalam Collection Periods PT. PLN 
(Persero) ini tidak ada perbaikan Collection Periods dikarenakan 
harnpir sarna dengan Collection Periods tahun 2011 dengan 6,15 
hari. 
Rasio Collection Periods digunakan untuk rnengetahui 
larnanya hasil penjualan tertanam dalarn bentuk piutang usaha. 
Rasio Collection Periods PT. PLN (Persero) tahun 2012 sebesar 
6,04 hari yang jika dibulatkan rnenjadi 6 hari rnaka hal ini 
rnenunjukkan uang hasil dari penjualan akan diterima 6 hari sejak 
terjadinya penjualan tersebut dilakukan. Pencapaian tingkat 
Collection Periods pada bobot yang rnaksirnal rnenunjukkan 
bahwa kinerja perusahaan dalarn rnelakukan pencairan piutang 
usaha sangat baik sehingga dapat segera dirnanfaatkan untuk modal 
kerja perusahaan. 
Berikut ini adalah perhitungan CP PT. PLN (Persero) pada 
tahun 2012: 
Total Puitang Usaha 
CP = X 365 hari 
Total Pendapatan Usaha 
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Rp 3.851.920.000.000 
CP = X 365 hmi 
Rp 232.656.456.000.000 
= 6,04 hari 
e. Imbalan Investasi/ Return On Investement (ROI) 
ROI PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 4,67%. 
Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 
pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung skor untuk ROI 
adalah 3 karena ROI PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai 
angka 4,67%, karena antara 3<ROI<=5% maka PT. PLN (Persero) 
mendapatkan skor 3. 
Dengan perolehan skor ini berarti perusahaan tidak berhasil 
mencapai tingkat ROI dengan skor tinggi. Pencapaian tingkat ROI 
yang rendah tidak mencapai maksimal menunjukkan bahwa kinerja 
perusahaan masih kurang baik dalam menghasilkan laba sebelum 
bunga, pajak dan penyusutan bila dibandingkan dengan aktiva 
yang digunakan untuk kegiatan operasional pcrusahaan. ROI 
berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 
mengelola aktiva yang dimiliki untuk membiayai kegiatan 
operasioanal untuk memperoleh keuntungan. Upaya untuk 
mengelola aktiva secara maksimal dengan cara menambah jumlah 
proyek yang akan dibangun oleh PT. PLN (Persero ). 
Berikut ini adalah perhitungan ROI PT. PLN (Persero) pada 
· tahun 2012: 
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EBIT + Penyusutan 
ROI = . X 100% Capital Employed 
Laba Sebelurn Pajak = Rp 1.031.728.000.000 
Penyusutan = Rp 19.499.221.000.000 + 
EBIT + Penyusutan = Rp 20.530.949.000.000 
Total Aktiva = Rp 540.705.764.000.000 
Pekerjaan Dalarn Pelaksanaan=(Rp 102.81 0.172.000.000) 
Capital Employed = Rp 437.895.592.000.000 
Rp 20.530.949.000.000 
ROI = X 100% 
Rp 437.895.592.000.000 
=4,67% 
f. Irnbalan Kepada Pernegang Saham/Return On Equity (ROE) 
ROE PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 2,13%. 
Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 
pada tanggal 4 Juni 2002, rnaka dapat dihitung skor untuk ROE 
adalah 3 karena ROE PT. PLN (Persero) tahun 2012 rnencapai 
angka 2,13%, karena antara 1 <ROE<=2,5 % rnaka rnendapatkan 
skor 3. Dengan pencapaian ROE sebesar 2,13% ini belurn 
rnenunjukkan kinerja perusahaan yang rnaksirnal dikarenakan ROE 
PT. PLN (Persero) hanya rnendapatkan skor 3. 
Berikut ini adalah perhitungan ROE PT. PLN (Persero) 
pada tahun 2012: 
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Laba Setelah Pajak 
ROE= d I d" . X 100% Mo a Sen In 
Rp 3.205.524.000.000 
ROE= X 100% 
Rp 150.599.670.000.000 
=2,13% 
g. Perputaran Total Aset/ Total Asset Turn Over (T A TO) 
TA TO PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah sebesar 
46,62%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-
1 00/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat dihitung 
skor untuk T A TO adalah 1,5 karena T A TO PT. PLN (Persero) 
tahun 2012 mencapai angka 46,62%, karena berada antara 
40<=x<60% maka mendapatkan skor 1 ,5. Pada tahun 2011 TATO 
PT. PLN (Persero) mencapai angka 51,70%, hal ini menunjukakan 
adanya selisish sebesar 4,90%. Dengan adanya selisih ini 
memberikan perbaikan skor sehingga menjadi 2. Hal ini terjadi 
dikarenakan perbaikan 4,90% berada pada O<x<=5 dengan bobot 
2. 
Rasio T A TO berfungsi untuk mengukur efektivitas 
penggunaan seluruh aktiva perusahaan dalam menghasilkan 
pendapatan. Dalam perhitungan rasio T ATO, capital emloyed yaitu 
mengurangi total aktiva dengan aktiva tetap dalam pelaksanaan. 
Sedangkan total pendapatan yang berasal dari total pendapatan 
usaha maupun non usaha tetapi tidak termasuk pendapatan yang 
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(Persero) tahun 2012 ini masih jauh dari tinggat bobot maksimal 
yang ditetapkan oleh Kementrian BUMN yaitu dengan bobot nilai 
sebesar 4. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan 
belum maksimal menghasilkan pendapatan dengan didukung oleh 
aset perusahaan yang tersedia. 
Berikut ini adalah perhitungan TATO PT. PLN (Persero) 
pada tahun 2012: 
Total Pendapatan 
TATO = . X 100% Capital Employed 
Pendapatan 2012 
Pendapatan Usaha = Rp 232.656.456.000.000 
Pendapatan Non Usaha = (Rp 28.509.278.000.000) 
= Rp 204.147.178.000.000 
Capital Employed 2012 
Total Aktiva = Rp 540.705.764.000.000 
Pekerjaan Dalam Pelaksana = (Rp 120.81 0.172.000.000) 
= Rp 437.895.592.000.000 
TATO 2012 
Rp 204.14 7.178.000.000 l QQOI uro= x 10 
Rp 437.895.592.000.000 il---
=46,62% f r 
I• 
Pendapatan 2011 
Pendapatan Usaha = Rp 208.017.823.000.000 
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Pendapatan Non Usaha = (Rp 16.863.228.000.000) 
= Rp 191.154.595.000.000 
Capital Employed 2011 
Total Aktiva = Rp 467.782.603.000.000 
Pekeijaan Dalam Pelaksana = (Rp 98.057.296.000.000) 
= Rp 369.725.307.000.000 
TATO 2011 
Rp 191.154.595.000.000 l 0001 TATO= X ;o 
Rp 369.725.307.000.000 
= 56,26% 
Tingkat T A TO 1,5 
Perbaikan T A TO ( 4,90%) 2 
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu 2. 
h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS Terhadap 
TA) 
TMS Terhadap TA PT. PLN (Persero) tahun 2012 adalah 
sebesar 27,85%. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. 
KEP-1 00/MBU/2002 pada tanggal 4 Juni 2002, maka dapat 
dihitung skor untuk TMS Terhadap T A adalah 4 karena TMS 
Terhadap TA PT. PLN (Persero) tahun 2012 mencapai angka 
27,85%, karena berada antara 20<=x30 % maka mendapatkan 
bobot 4. 
Pencapaian tingkat rasio modal senditi terhadap total aktiva 
yang belum mencapai skor tertinggi yang ditetapkan oleh 
' 












Kementrian BUMN yaitu dengan bobot 6, hal ini menunjukkan 
bahwa perusahaan belum optimal dalam mengelola modal senditi 
PLN dan aktivanya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya modal 
sendiri atau terlalu besar aktiva yang digunakan dalam kegiatan 
operasional perusahaan. Rasio TMS bermanfaat untuk mengukur 
sumber pembiayaan utang sebagai pembiayaan yang berbiaya 
tetap. Semakin rendah rasio ini menunjukkan perusahaan lebih 
banyak menggunakan utang-utang untuk membiayai aset yang 
dimilikinya. Rendahnya rasio TMS terhadap TA ini dapat 
membuat ROE menjadi rendah dan tingginya jumlah utang dapat 
membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar bunga 
maupun pokok pinjaman. 
Berikut ini adalah perhitungan TMS thd T A PT. PLN 
(Persero) pada tahun 2012: 
Total Modal Sendiri 
TMS terhadap T A = X 1 00% 
Total Aktiva 
Rp 150.599.670.000.000 








Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002 




keuangan. Maka perolehan nilai pada setiap rasio diatas dapat 
[j 
I' ll 
disimpulkan pada tabel berikut ini : 
,, 
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Hasil Perhitungan Indikator-Indikator Aspek Keuangan 
Tabel 11 : Hasil Perhitungan Aspek Keuangan PT. PLN (Persero) tahun 2012 
Keterangan Nilai Bobot 
Cash Ratio/ Rasio Kas 30,85% 2,5 
Current Ratio/ Rasio Lancar 92,01% 1 
Perputaran Persediaan (PP) 26,26 Hari 4 
Collection Periods (CP) 6,04 Hari 4 
ROI 4,67% 3 
ROE 2,13% 3 
Perputaran Total A set/ Total 2012: 
Asset Turn Over (TATO) Nilai : 46,62% 





Nilai : 56,26% 
Bobot: 1,5 
Rasio Total Modal Sendiri 
Terhadap Total A set (TMS 27,85% 4 
Terhadap TA) 
TOTAL 23,5 
Dari perhitungan tabel diatas didapat total skor penilaian aspek 
keuangan PT. PLN (Persero) adalah sebesar 23,5 dengan ini maka total 
skor tersebut diinterpolasikan dengan asumsi bahwa total skor tertinggi 
adalah 50. Maka 50 ini dikalikan dengan skor maksimal yan ditetapkan 
oleh Kementrian BUMN dengan No:KEP-1 00/MBU/2002 yaitu 50% 
maka menghasilkan angka 25% yang diasumsikan sama dengan 100%. 
Skor Penilaian = ( 23,5% x 50%) 
= 11,75% 




Dari tabel tersebut diatas total bobot skor pada aspek keuangan 
PT. PLN (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: 
KEP-I 00/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, total bobot seharusnya yaitu 
dengan skor 50, namun pada tahun 2012 PT. PLN (Persero) hanya 
memperoleh total bobot 23,5 dari total keseluruhan rasio yang 
diperhitungkan. Dengan nilai interpolasi yang diperoleh pada 
perhitungan diatas yang rnenghasilkan angka 47% rnaka tingkat 
kesehatan PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 rnernperoleh predikat 
"SEHAT" dengan golongan AA (kategori sehat). 
A. Kesimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan basil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 
bab sebelumnya, maka dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Cash Ratio/Rasio Kas PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan 
bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang sehat dalam penyediaan 
dana tunai untuk membiayai operasi perusahaan atau untuk membayar 
kewajiban jangka pendeknya. 
2. Current Ratio/Rasio Lancar PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan 
bahwa bel urn seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) 
ini dapat menutupi seluruh kewajiban lancamya. Hal ini menunjukkan 
kondisi yang kurang sehat karena posisi akhir aktiva lancar PT. PLN 
(Persero) lebih sedikit dibandingkan dengan posisi akhir kewajiban 
lancamya. 
3. Perputaran Persediaan (PP) PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan 
efektivitas operasional perusahaan dalam keadaan yang sehat karena 
persediaan yang ada dapat dimanfaatkan untuk menghasikan pendapatan. 
4. Collection Periods (CP) PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan 
bahwa kinerja perusahaan dalam melakukan pencairan piutang usaha 
mempunyai kemampuan yang sehat sehingga dapat segera dimanfaatkan 
untuk modal kerja perusahaan. 
5. ROI PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kineija 
perusahaan masih kurang sehat dalam menghasilkan laba sebelum bunga, 
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pajak dan penyusutan hila dibandingkan dengan aktiva yang digunakan 
untuk kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 
keadaan perusahaan kurang sehat dalam mengelola aktiva yang dimiliki 
untuk membiayai kegiatan operasional guna memperoleh keuntungan. 
6. ROE PT. PLN (Persero) tahun 2012 menunjukkan bahwa kinerja 
perusahaan kurang sehat dalam mengelola kegiatannya untuk 
memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham. 
7. Perputaran Total Aset/ Total Asset Turn Over (TATO) PT. PLN (Persero) 
tahun 2012 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam keadaan 
yang kurang sehat untuk menghasilkan pendapatan dengan didukung 
oleh aset perusahaan yang tersedia. 
8. Rendahnya rasio TMS terhadap TA PT. PLN (Persero) pada tahun 2012 
ini menunjukkan l;>ahwa menunjukkan bahwa pencapaian modal sendiri 
terhadap total aktiva dalam keadaan yang kurang sehat guna mengelola 
kedua komponon tersebut. Hal ini disebabkan karena rendahnya modal 
sendiri atau terlalu besamya akyiva yang digunakan dalam operasi 
perusahaan. 
B. Saran 
Adapun saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
1. Perusahaan hendaknya lebih memberikan pemahaman GCG yang dapat 
meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu juga terdapat faktor 
lain yang mempengaruhi budaya perusahaan, sistem pengendalian intern, 
70 
aspek-aspek hukum yang akan menciptakan pengendalian yang memadai 
dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 
2. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 
sebaiknya mendapatkan perhatian sebelum mengambil keputusan 
investasi. Sehingga tidak hanya berkisar pada rasio keuangan tetapi juga 
menggunakan faktor lain mengenai operasional perusahaan. 
3. Sebaiknya dalam memutuskan suatu investasi harus dilakukan secara 
terukur dan terencana sehingga investasi tersebut dapat berhasil serta 
menguntungkan bagi perusahaan. 
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PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT PERUSAHAAN USTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK 
LAPDRAN POSISI KEUANGAN KDNSOUDASIAN 
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI2011/31 OESEMBER 2010 
(Angka dalam !abel dinyatakan dalam ju1aan Rq>iah) 
ASET TIDAK LANCAR 
Aset tetap - setelah dikurangi 
akumulasi penyusutan sebesar 
Rp 150.988.899 juta tanggal 31 Des ember 2012. 
Rp 132.978.177 juta tanggat 31 Des ember 2011 
dan Rp 117.645.247 juta tanggal 1 Januari 2011 
Pekerjaan dalam pelaksanaan 
Properti investasi 
lnvestasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama 
Aset pajak tangguhan 
Aset tidak digunakan dalam r;,perasi 
Piutang pihak berelasi 
Rekening bani< dan deposito berjangka dibatasi 
penggunaannya 
Piutang lain-lain 
Aset tidak laocar lain 













Kas dan setara kas 14 
lnves1asi jangka pendelc 15 
Piutang uszha - setelah dikurangi sebesar 
cadangan kerugian penurunan rulai 
Rp 388.227 ju1a tanggal 31 Desember 2012. 
Rp 356.147 ju1a tanggal 31 Desember 2011 dan 
Rp 330.451 ju1a tanggal 1 Januari 2011 
Piutang subsidi Jistrik 
Piutang lai<Hain 
Per.;ediaan - bersih 
Pajak dibayar dimuka 
Biaya dibayar dimtA<a dan uang mui<a 
Piutang pihak berc!asi 
Jumlah Aset Lancar 
JUMLAHASET 








lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan 
bagian yang tidak te<pisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. 



















































PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT PERUSAHAAN USTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
DECEMBER 31, 2012AND2011 AND JANUARY 1. 2011/DECEMBER 31,2010 









Properly. plant and equipment -
net of accumulated depreciation of 
150.988.899 milion as of December 31. 2012. 
Rp 132.978.177 million as of December 31. 2011 
24 7.561.715 and Rp 117,645,247 million as of January 1. 2011 
106.839.853 Construction in progress 
145.020 Investment properties 
883.012 Investments in associates and joint ventures 
11.278 Deferred tax assets 
1.299.503 Assets not used in operations 
232.250 Receivables from related parties 
Restricted cash in banks arld 
2.407.587 timedeposi!s 
319.567 Other receivables 
1.627.358 Other nonctxTent assets 
36·1.327.143 Total Noncurrent Assets 
CURRENT ASSETS 
19.716.798 Cash and cash equivalents 








Trade accounts receivable- net of allowance 
tor impairment lassess of 
Rp 388.227 million as of December 31. 2012. 
Rp 356.147 million as of December 31.2011 and 
Rp 330.451 million as of January 1. 2011 
Receivables on electricity subsidy 
Other' receivables 
Inventories - net 
Prepaid taxes 
Prepaid expenses and advances 
Receivables from related parties 
__ 44.:...:.o..7:..:73-=.2o::8::::6_ Total OYrent Assets 
406.100.429 TOTAL ASSETS 
") As restated- Note 58 
See accompanying notes to consolidated financial statements 







PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI 
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 DAN 1 JANUARI 2011131 DESEMBER 2010 
( Angka dalam label dinyatakan dalam jutaan Rupiah) - lanjutan 
31 Desemberl 
Catata<V December 31, 
~ 2012 
LI~61LIIAS l:lt.~ E!S!.!IIAS 
EKUITAS 
Ekuitas yang dapat dialribusikan kepada 
pemilik enlitas induk 
. Modal saham • nilai nominal Rp 1 jula per sa ham 
Modal dasar • 63.000.000 saham 
ModaJ ditempatkan dan disetor penuh -
46.197.380 saham tahun 2012 dan 2011 
46.107.154 saham lahun 2010 22 46.197.3e-• 
Tambahan modal disetor 23 44.930.345 
Saldolaba 
Ditentukan peoggunaannya 17.343.834 
Tidak ditentukan peoggunaannya 42.033.417 
Ekuitas yang dapal diatribusikar. kepada 
pemilik Entitas lnduk 150.505.026 
Kepentingan nonpengendali 94.644 
Jumlah Eku~as 150.599.670 
LIABIUTAS JANGKA PANJANG 
Pendapalan dilangguhkan 24 19.228.694 
uabir.Jas pajak tangguhan • bersih 49 3.304.671 
Ulang jangka panjang - selelah dikurangi 
bagian jatuh tempo dalam satu tahun 
Penerusan pinjaman 25 27.294.132 
Utang kepada Pemerintah 26 8.707.826 
Utang sewa perribiayaan 27 107.609.232 
Utang bank dan sural utang jangka menengah 28 54.271.679 
Utang obligasi 29 67.250.977 
Ulang ~strik swasta 30 5.582.143 
Ulang pihak bere!asi 31 9.675 
liabil~as imbalan kerja 52 22.090.632 
Utang lain-lain 33 153.530 
Jumlah uabililas Jangka Panjang 315.503.191 
LIABIUTAS JANGKA PENDEK 
Ulang usaha 
Pill<l1< bere!asi 32.54 14.894.376 
Pihak keliga 32.57 ~0.861.230 
Ulang pajal< 34 1.146.104 
Biaya masih harus dibayar 35 7.580.945 
Uang jaminan langganan 36 6.455.405 
Utang biaya proyek 37 1.226.238 
Utang jangka panjang jaluh tern po dalam 
satu talul 
Pen.erusan pinjaman 25 2.309.841 
Utang kepada Pemerintah 26 334.010 
Utang sewa pernbiayaan 27 3.699.829 
Utang bank dan sural ulang jangka menengah 28 7.808.344 
Utang obligasi 29 
Ulang listrik swasla 30 206.013 
Ulang pihak bere!asi 31,54 741.654 
uabifijas imbalan kerja 52 1.680.688 
Utang lai:Hain 33 15.658.226 
Jumlah Uabililas JangkaPendek 74.602.903 
JUMLAH UABILITAS 390.106.094 
JUMLAH EKUITAS DAN LIAtiiLII AS 540.705.764 
") Disajikan kembali- Calalan 58 
uhat catalan alas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan 









































PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 
DECEMBER 31. 2012 AND 2011 AND JANUARY 1. 2011/DECEMBER 31. 2010 







LIAfliLITIES ANQ EQ!.!fi'( 
EQUITY 
Equity attributable to owners of the Company 
Capital stock - par value of Rp 1 million per share 
Authorized- 63.000,000 shares 
Stbsaibed and paid -<JP • 
46,197.380 shares in 2012 and 2011. 
46.107.154 46,107,154 shares in 2010 




142.016.746 Equity attributable lo owners of lhe Company 
97.027 Non-controlling interests 
142.113.ns Total Equity 
NONCURRENT LIABILITIES 
10.126.136 Deferred revenue 
7.284.638 Deferred tax liabilities - net 
Long-term liabilities -net or current maturities 
22.803.597 Two-step loans 
2.016.668 Government loans 
61.406.202 Lease liabilities 
36.400.362 Bank loans and medium term notes 
46.656.045 Bonds payable 
5.536.202 Bectricity purchase payable 
Payable to re!aled parties 
16.358.885 Employee benefits obligalion 
1.368 Olher payables 
208.590.103 Total Noncurrent Liabilities 
CURRENT LIABILITIES 
Trade accounls payable 
5.712.663 Relaled panies 
5.698.660 Third parties 
905.656 Taxes payable 
6.309.999 Accrued expenses 
6.544.422 Customers' security deposits 
3.689.316 Project cosl payable 
Current maturities of long-term liabilities 
2.088.093 Two-step loans 
344.065 Government loans 
1.901.397 Lease liabilities 
3.343.493 Bank loans and medium term notes 
4.045.950 Bonds payable 
174.006 Electricily purchase payable 
sn.478 Payable Ia relaled parties 
1.438.655 Employee benefits obligalion 
12.622.698 Other payables 
55.396.551 Tolal Cunenl Uabililies 
263.986.654 TOTAL LIABILITIES 
406.100.429 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 
")lis restaled- Nole 58 
See accompanying notes to consolidated financial statements 







PERUSAHAAN PERSEROAN {PERSERO) 
PT PERUSAHAAN USTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN lABA RUG I KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
PENDAPATAN USAHA 
Penjualan tenaga listrik 
Subsidi listrik Pemerintah 
Penyambungan pelanggan 
Lain-lain 
Jumlah Pendapatan Usaha 
BEBAN USAHA 
Bahan bakar dan pelumas 






Jumlah Beban Usaha 
LABA SEBELUM POS KEUANGAN DAN LAIN-lAIN 
POS KEUANGAN DAN LAIN-LAIN BERSIH 
Penghasilan bunga 
· Kerugian kurs mala uang a sing - bersih 
Beban keuangan 
Penghasilan lain-lain - bersih 
Pos Keuangan dan Lain-lain Bersih 
LABA SEBELUM PAJAK 
MANFAAT(BEBAN)PAJAK 
LABA TAHUN BERJALAN DAN 
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF 
Laba tahun llefjalan dan jumlah laba 
komprehensif diatribusikan kcpada · 
Pemilik Entitas lnduk 
Kepentingan Nonpengendali 
Jumlah 
LABA PER SAHAM DASAR 
(Dalam Rupiah penuh) 




























Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan 




















PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT PERUSAHAAN USTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31.2012 AND 2011 





























Sale of electricity 
Government's electricity subsidy 











Total Operating Expenses 
INCOME BEFORE FINANCIAL AND OTHER ITEMS 
NET FINANCIAL AND OTHER ITEMS 
Interest income 
Loss on foreign exchange - net 
Financial cost 
Others income - net 
Net Financial and Other Items 
INCOME BEFORE TAX 
TAX BENEFIT (EXPENSE) 
INCOME FOR THE YEAR AND 
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 
Income for the year and tot;.l comprehensive 
income attributable to : 
Owners of the Company 
Non-<:ontrolling interest 
Total 
BASIC EARNINGS PER SHARE 
(In full Rupiah amount) 
'I As restated - Note 58 
See accompanying notes to consolidated financial statements 











PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA DAN ENTITAS ANAK 
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 
(Angka dalam tabel dinyatakan dalam jutaan Rupiah) 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERAS! 
Penerimaan kas dari pelanggan 
Pembayaran kas kepada pemasok 
Pembayaran kas kepada karyawan 
Kas digunakan untuk aktivitas operasi 
Penerimaan subsidi listrik 
Pembayaran bunga 
Penerimaan bunga 
Penerimaan restitusi pajak penghasilan 
Pembayaran pajak penghasilan 
Kas Bersih Diperoleh Dari Akllvitas Operasi 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi 
Perolehan aset tetap 
Perolehan pekerjaan dalam pelaksanaan 
Penerimaan piutang pihak berelasi 
Akuisisi entitas anak 
Perolehan investasi pada entitas asosiasi 
dan ventura bersama 
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi 
Penempatan rekening bank dan deposito 
berj;;ngka dibatasi penggunaannya 
Pencairan investasi jangka pendek 
Kas Bersih Digunakan Unluk Aktivitas lnvestasi 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 
Perolehan dari penerbitan obligasi 
Pembayaran biaya penerbitan obligasi 
Pembayaran utang obligasi 
Pembayaran penerusan pinjaman 
Penarikan utang kepada Pemerintah 
Pembayaran utang kepada Pem!lrintah 
Pembayaran dividen 
Perolehan utang bank 
Pembayaran utang bank 
Pembayaran utang listrik swasta 
Pembayaran utang sewa pembiayaan 
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan 
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS 
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 
Kas dan setara kas awal tahun 
entitas anak yang diakuisisi 
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 






































Lihat catatan alas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan 







































PT PERUSAHAAN USTRIK NEGARA AND ITS SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011 
(Figures in tables stated in millions of Rupiah) 
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 
Cash receipts from customers 
Cash paid to suppliers 
Cash paid to employees 
Cash used in operations 
Government subsidy received 
Interest expense paid 
Interest received 
Income tax restitution received 
Income tax paid 
Net Cash Provided by Operating Activities 
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 
Proceeds from sale of assets not used in operations 
Additions to property, plant and equipment 
Additions to construction in progress 
Decrease in receivables from related parties 
Acquisition of a subsidiary 
Acquisition of investments in associates 
and joint ventures 
Dividends received from associates 
Placement of restricted cash in banks and 
time deposits 
Withdrawal of short-term investments 
Net Cash Used in Investing Activities 
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 
Proceeds from issuance of bonds 
Payment of bonds issuance cos1s 
Payment of bonds payable 
Payment of two-step loans 
Proceeds from Government loans 
Payment of Government loans 
Payment of dividends 
Proceeds from bank loans 
Payment of bank loans 
Payment of electricity purchase payable 
Payment of lease liabilities 
Net Cash Provided by Financing Activities 
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR 
Cash and cash equivalent at beginning of year of 
subsidiary acquired 
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR 
•) As restated - Note 58 
See accompanying notes to consolidated financial statements 
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PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 
PT PERUSAHAAN USTRJK NEGARA OAN ENTITAS ANAK 
L.Af'ORAN PERUBAHA.N EKUIT AS KONSOLIOASIAN 
UNTUK TAHUN-TA.HUN YN>IG BERAKHIR 31 DES EMBER 2012 CAN 2011 
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KEMENTERIAN 
BAD AN US.'\JIA MILIK NEGARi\. 
SALIN AN 
KEPUTUSAN :MENTER! BAD AN USAHA MILIK NEGARA 
NOMOR: KEP-100/MBU/2002 
TENTANG 
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BAD.AN USAHA MILIK NEGARA 
MENTER! BAD AN USAHA MILIK NEGARA 
Menimbang a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka 
perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong 
perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan day a saing; 
b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/Kiv1K..016/1998 dan 
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha :tvlilik Negara/Kepala Badan 
Pembinaan Badan Usaha :tvlilik Negara Nomor Kep.215!lv1- BLlvlN/1999 telah 
ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja 
Badan Usaha J\1ilik Negara; 
c. balnva dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Mente1i BLlviN" pada 
Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERLlvi), dan Perusahaan 
Jawatan (PERJA.i"'l) kepada Menteri Badan Usaha 1viilik Negara, maka dip an dang perlu 
meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada hurufb, khususnya Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 198/K.i\•1K.016/1998. 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu 
ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha I\:lilik Negara tentang Penilaian Tingkat 
Kesehatan Badan Us aha I\:lilik Negara. 
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Talmo 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Talmn 1969 (Lembaran Negara Talmo 1969 
Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha 
Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Talmn 1969 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 
2. Undang-Undang Nomor I Talmn 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara 
Talmn 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 
3. Peraturan Pemerintal1 Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan 
(PERSERO) (Lembaran Negara Talmn 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4101); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUJ\1) 
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jaw a tan (PERJAN) 
(Lembaran Negara Talmn 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928); 
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6. Peraturan Pemerintah NomOI" 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan,Tugas 
dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), 
Perusahaan Umum (PERUTvf) dan Petusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri 
Negara Badan Usaha l\ililik Negara ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137); 
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nom or 228/ Tahun 2001. 
MEMUTUSKAN: 





Dalam Keputusan ini, yang dimak~ud dengan: 
1. Badan Usaha !Vlilik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUlVIN, 
adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERlTl\-1) sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. 
2. Anak Perusahaan BUl'v1N adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas 




1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUlYIN berlaku bagi seluruh BUTv1N non jasa keuangan 
maupun BlJ1v1N jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BlJ1v1N yang dibentuk. 
dengan Undang-undang tersendiri. 
2) BUl\1N nonjasa keuangan adalah BUl'v1N yang bergerak dibidang infrastru1.rtur dan non 
infrastruktur sebagaimana pada lamp iran I. 
3) BlJ1viN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, 
asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan. 
BABII .......... ./3 
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BAB II 
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN 
Pasal3 
(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BillvfN digolongkan rnenjadi : 
a. SEHAT, yang terdiri dari : 
Al\A apabila total (TS) lebih besar da1i 95 
AA apabila 80 <TS< =95 
A apabila 65 <TS< =80 
b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari : 
BBB apabila 50 <TS< =65 
BB apabila 40 <TS< =50 
B apabila 30 <TS< =40 
c. TID,.\K SEHAT, yang terdiri dari: 
CCC apabila 20 <TS< =30 
CC apabila 10 <TS< =20 
C apabila TS< =10 
(2) Tingkat Kesehatan Bu"'N!N ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kine1ja 
Peru~ahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang rneliputi penilaian 
a. Aspek Keuangan. 
b. Aspek Operasional. 
c. Aspek Adrninistrasi. 
(3) Penilaian Tingkat Kesehatan BLlviN · sesuai keputiiSan ini hanya diterapkan bagi 
BUMN apabila hasil perne1iksaan ak'll!llan terhadap perhitungan keuangan tahunan 
perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa 
Pengecualian" atau kuali:fikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau 
Badan Pengawas Keuangan dan Pernbangunan. 
(4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap t1hun dalam pengesahan laporan 
tahunan oleh Rapat Urnurn Pemegang Saharn atau Menteri BLl\rlN untuk PefiiSalJaan 
Umurn (PERillvl). 
BAB III 
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN 
Pasal 4 
(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BU!'viN yang bergerak llibidang non jasa keuangan 
dibedakan antara BillviN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut 
BUMN INFRASTRUKTUR dan BUl"vlN yang hergerak dalam bidang non infrastmk1ur 
yang selanjutnya disebut BU!'VfN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan 
sebagairnana pada larnpiran I. 
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(2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUivlN ll\'l~RASTRUKTUR dan 
BUMN NON IN'FRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
oleh Menteri Badan Usaha l\1ilik Negara. 
Pasal 5 
(1) BL'l\-fN I:N'FRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang 
dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi : 
a. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik. 
b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendu],:ung pelayanan angkutan barang 
atau penumpang baik ]aut, udara atau kereta api. 
c. Jalan dan jembatan to!, dermaga, pelabuhan laut a tau sungai .atau danau, lapangan 
terbang dan bandara. 
d. Bendungan dan irigrasi. 
(2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk 
menentukan kriteria BUivlN INFRASTRl.JKTUR sebagaimana dimaksud dalarn ayat 
(1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha l\:lilik Negam. 
(3) BLl'vfN NON INFRASTRUKTIJR adalah BlJl\llN yang bidang usahanya diluar bidang 
usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
Pasal 6 
Indikator Penilaian A~pek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN 
yang bergerak eli bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalarn Tata Cara· · 
Penilaian Tingkat Kesehatan BUJ\:1N non jasa keuangan (Lampiran II). · 
BAB IV 
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUA~GAN 
Pasal 7 
Penilaian tingkat kesehatan BUl\tiN jasa keuangan dibedakan antara BlJ]\:lN yang bergerak 
dalam bidang usaha perbankan, asurans~jasa pembiayaan danjasa penjaminan. 
Pasal 8 
Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator 
penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri BlJ1viN tersendiri. 
BAB V .............. ./5 
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BUl'vlN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUNIN benlasarkan keputusan ini 
kepada Anak Perusahaan BUl'vfN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUrvlN 
yang bersangk-utan. 
Pasal 10 
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka: 
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KJ'viK.01611998 tentang Penilaian Tingkat 
Kesehatan Badan Us aha l\rfilik N egara ; 
2. Keputusan Menteri Negara Penday<1gunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan 
Pembinaan Badan Usaha I\rfilik Negara Nomor Kep.215iM- BU?-vfN/1999 tentang 
Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha l'vfilik Negara, dinyatak.m tidak berlak-u. 
Pasal 11 
Keputusan ini mulai berlak-u untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUl\tlN tahun buk-u 2002. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini clengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
Salinan sesuai dengan aslinya, 




Ditetapkan di Jakarta 
pacla tanggal: 04 .Tuni 2002 
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INFRi\ STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTlJR 
BUMN INFRA STRUKTUR BVMN NON INFRA STRUKTUR 
SEKTOR INDUSTRI DAN 
PERDAGANGAN 
Bidang Industri Pupuk dan Semen 
1. PT Pupuk Sriwidjaja 
2. PT i'.sean Aceh Fertilizer 
3. PT Semen Baturaja 
4. PT Semen Kupang 
Bidang Niaga 
1. PT Dharma Ni,12:a 
2. PT Pantja Niaga 
3. PT Cipta Niaga 
4. PT Sarinal1 
Biclang I ndustri Fanna<>i dan Aneka lndustri 
1. PT Bhanda Ghara Reksa 
2. PT Berdikari 
3. PT Indo Farma ·-
4. PT Kimia Fanna 
5. PTBio Farma 
6. PT Rajawali Nusmtara Indonesia 
' PTGamm 
8. PT Industri Gelas 
9. PT lndustri Soda Indonesia 
10. PT Sandang Nusmtaara 
11. PT Cambrics Primisima 
Bida:ng Pertambangan dan Energi 
1. PT Sarana karya 
2. PT Batubara Bukit A sam 
3. PT Konservasi Energi Abadi 
4. PT Batm T ehnologi 
5. PT Perusalla>111 Gas Negara 
Bidang Kertas, Percetakan dan Peue:rbilmt 
1. PT Kertas Leces 
2. PT Kertas Kraft Aceh 
3. PT Pradnya Paramita 
4. PT Balai Pustaka 
83 ~~ 
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Lampiran I : 2/4 
Kepuh1san 1\J enteri 
Baclm Usaha Milik Negara 
Nomor KEP-IOO/MBUi2002 
Tanggal 4 Juni 2002 
INFRA. STRliKTllR DAN NON INFRA STRliKTUR 
BUMNINFRASTRUKTLm 1 Billv1N NON INFRA STRUKTUR 
Bidang lndustri Strategis 
1. PT Dirgantara Indonesia 
2. PTDAHANA 
3. PT Barata Indonesia 
4. PT Boma Bisma Indra 
5. PT Krakatau Steel 
6. PT Industri KeretaApi 
7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia 
8. PT Len lndustri 
SEKTOR KAWASAN INDl,STRI JASA 
KONSTRL-:KSI DAN KONSULTAN 
KONSTRCKSI 
Bidang Kawasan lndustri 
1. PT Kawasan Berikat Nusantara 
., PT Kawasan lndustri J'vlakasar 
3. PT ka'>vasan Industri Medan 
4. PT Kawasan Industri Wijaya 
5. PT PDI Batam 
Bidang Konstruksi Bangunan 
1. PT Nindva I<ru:Va 
2. PT Wijaya Karya 
3. PT Waskita Karya 
4. PT Adhi Karva 
5. PT Brantas Abipraya 
6. PT Hutama I<arya 
7. PT Istaka I<arva 
8. PT Pembangt_man Penunahan 
Bidang Konsultan Konstruksi 
1. PT Bina I<arv~ 
2. PT Indah I<z'lrva 
3. PT lndra I<arva 
4. PT Virarna I<arva 
5. PT Y odya Karya 
Bidang Penunjang Konstntksi dan J alan T ol 
1. PT Amarta l(arya 
2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari 
3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya 
4. PT Industri Kapal Indonesia 
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KEMENTERIAN 
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T ABEL KELOl\1POK BUMN 
INFR..i\. STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR 
B"lJMN INFRA STRUKTUR ~ BUMN NON INFRA STRUKTUR 
' SEKTOR PERHUBl!"NGAN, 
TELEKOMUNIKASI DAN 
PARIWISATA 
Bidang P:rasarana Perhubungan Laut 
1. Ff Pelabuhan Indonesia I 
2. IYf Pelaburu1n Indonesia II 
3. IYf Pelabuhan Indonesia III 
4. PT Pelabuhan IndonesiaN 
. 
5. IYf Rukindo 
6. PT Varona Tirta Prakasya 
Bidang P:rasarana Perhubungan Udara 
1. PT Angkasa Pura I 
2. PT J\r1!2kasa Pura II 
Bidang Sarana Perhubungan 
1. PT Pelayaran Djakarta Llovd 1. PT Pelavaran Nasional Indonesia 
2. PT Angkutan Sungai, Dan au dan 2. PT Garuda Indonesia 
Penveberangan 
3. PT Pelavaran Bahtera Adiguna 3. PT l'v[erpati Airlines 
4. PT Kereta .Api Indonesia 
Bida:ngPos 
1. PT Pos Indonesia 
Bidang Pariwisata 
1. IYf Hotel Indonesia dan Natour 
2. PT Pengembangan Pariwisata Bali 
..;-, 
3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko 
Bidang Penyiaran 




1. PT Perkebunan Nusantara I 
2. PT Perkebunan Nusantara II 
3. PT Perkebunan Nusantara III 
4. PT Perkebtman Nusantara IV 
5. IYf Perkebunan Nusantara V 
6. PT Perkebunan Nusantara VI 
7. PT Perkebunan Nusantara VII 
8. PT Perkebunan Nusantara VIII 
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Badan Usaha rvlilik Negara 
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KEMENTERIAt'l 
BAD AN USAI-IA lVIILIK NEGARi\ 
TABEL KELOiVIPOK BUlVIN 
INFRA STRUKTVR DAN NON INFRA STRUh.'TlJR 
BUMN INFRA STRUKTUR BL"MN NON INFRA STRUKTUR 
10. PT Perkebunan Nusantara X 
11. PT Perkebunan Nusantara XI 
12. PT Perkebunan. Nusantara XII 
13. PT Perkebunan Nusantara XIII 
14. PT Perkebunan Nusantara XIV 
Bidang Perikanan 
1. PT Usaha Mina 
2. PT Perikanan Sarnodra Besar 
3. PT Tirta Ra_ya Mina 
4. PT Perikani 
Bidang Pertanian 
1. PT Pertani 
2. PT Sang Hvang Seri 
Bidang Kehutanan 
1. PT Inhutani I 
2. PT Inhutani II 
3. PT inhutani III 
4. PT lnhutani IV . 
5. PT Perhutani 
··--·---"-·-·· 
SEKTOR PELAYANAN UMUM 
1. Perun1 Perurnnas 
2. Pen1m ~asa Tirta I 
3. Pemm Tasa Tirta II 
4. Perum PrasauU1a Pet1kanan Samodra Besar 
5. PerumPPD 
6. Pemm Danlri 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum 
ttd 
Victor Hutapea 
NlP OhOO:'i 1 OOR 
1. Pemm Percetakan Negara RI 
2. Perum Sarana Pengernbangan Usaha 
3. Perum Pemri 
4. Penun Pegadaian 
5. PerumPFN 
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TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN 
BUMN NON JASA k"'EUANGAN 
ASPEK KEUANGAN 
1. Total bobot 
BillvfN INFRA STRUKTUR (Infra) 
- BUNIN NON INFR.A. STRUKTUR (Non infi·a) 
2. lndikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya. 
50 
70 
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah 
seperti pada tabel l dibawah ini : 
Tabell : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan 
Indikator Bobot !-----·------- ---------·--·· Infra Non Infra 
1. Imbalan kepada pemegang saham 15 20 (ROE) 
2. Imbalan Investasi (ROI) 10 15 
3. RasioKas 3 5 
4. Rasio Lancar 4 5 
5. Colection Periods 4 5 
_()_,_ __ £~IE!:I!~!:!!!!_E~!:_S~~iaan __________ 4 5 
--~--
7. Perputaran total asset 4 5 
8. Rasio modal sendiri terhadap total 6 10 
aktiva 
Total Bobot 50 70 
3. Metode Penilaian 
a. Imbalan kepada pemegang saham/Retum On Equity (ROE) 
Rumus: · 
ROE : Laba setelah Pajak X 100% 
Modal Sendiri 
Definisi : 
Laba setelah Pajak adalah Laha setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari : 
• Aktiva tetap 
• Aktiva Non Produktif 
• Aktiva Lain-lain 
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Modal Sendiri adalah selumh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi 
akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal senciiri yang digunakan untuk membiayai 
Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan !aha tahun beljalan. Dalam Modal sendiri te1·sebut di 
atas tennasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya. 
Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buk.'U Aktiva Tetap yang 
sedang dalam tahap pembangunan. 
Tabel2: Dciftar skor penilaian ROE 
ROE(%) Skor 
Infra ' Non Infra 
15 <ROE 15 ' 20 
13 <ROE<= 15 13,5 ' 18 
' 
1l<ROE <= 13 12 1 16 
9 <ROE<= 11 10,5 14 
.. 
7,9<ROE <= 9 9 12 
6,6<ROE <= 7,9 7,5 10 
5,3<ROE <= 6,6 6 8,5 
4 <ROE<= 5,3 5 7 
2,5 <ROE<= 4 4 5,5 
~~OE<=2,5 _ 3 4 
' i-0 <ROE<= 1 1,5 ' 
ROE<O 1 0 
Contoh perhitungan : 
PT "A" (BUN.IN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE 
adalah 14. 
b. Imbalan InvestasiiR.etum On Investment (ROI) 
Rumus: 




EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dilmrangi laba dari hasil penjualan dari: 
• Aktiva Tetap 
• Aktiva lain-lain 
• Aktiva Non Produktif 
• Saham penyertaan langsung 
Penyusutan adalah Depresiasi, Ammtisasi dan Deplesi 
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Tabel3 .· Daflar Skor penilaian ROJ 
ROI(%) Skor 
Infra Non Infra 
18 <ROI 10 15 
15 <ROI < = 18 9 13,5 
13 <ROI <= 15 8 12 
12 <ROI <= 13 7 10,5 
10,5 <ROI < = 12 6 9 
,9 <ROI < = 10,5 5 7,5 
i7 <ROI <=9 4 6 
--u <ROI <=7 _ _3_,.?_ ___ 5 
·---·--
!3 <ROI < = 5 3 4 
1 <ROI <=3 2,5 3 
!O <ROI <= 1 2 2 
ROI < 0 0 1 
Contoh perhitungan : 
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PT "A" (BU!VlN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8 
c. Rasio Kas/Cash Ratio 
Rum us: 
Cash Ratio= Kas +Bank+ Surat Berharga Jangka pendek x 100% 
Current Liabilities 
Definisi: 
Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir talmn 
buku. 
Current Liabilities adalah posisi selw·uh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku. 
Tabe/4: Daftar skor penilaian cash ratio 
Cash Ratio= x (%) Skor 
Infra Non Infra 
X > = 35 3 5 
<= X < 35 2,5 4 
<= X < 25 2 3 
10 <= X < 15 1,5 2 
5 <= X < 10 
0 <= X < 5 0 0 
Contoh perhitungan : 
PT "A" (BU!VIN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator 
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d. Rasio LancariCunent Ratio 
Rumus: 
e. 
Current ratio : Current Asset X 100% 
Current Liabillities 
Definisi: 
- Current Asset adalah posisi Total Ak.iiva Lancar pada akhir tahun buku 
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buh.-u . 
Tahel5 : Dafiar skor penilaian current ratio 
Current Ratio = x (%) Skor 
Infra ! Non Infra 
125 <= X 3 5 
110 <= X < 125 2,5 4 
100 <= X < 110 2 3 
95 <= X < 100 1,5 2 
90 <= X < 95 1 1 
X < 90 0 ! 0 
' 
Contoh perhitungan : 
PT "A" (BlThriN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk 
lndikator Current Ratio adalah 4 
Collection Periods (CP) 
Rum us: 
CP Total Piutang Usaha x 365 hari 
Total Pendapatan Usaha 
Definisi: 
- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan 
Piutang pada akhir tahun buh.-u. 
- Total Pendapatan Usaha adalahjumlah Pendapatan Usaha selama tahun buh.-u. 
T.hl6Dfi A a e : a tar s :or pem azan co "d ll ectwn 12eno s 
; 
CP=x Perbaikan = x I Skor i 
i (hari) (hari) i Infra Non Infra 
I <= 60 > 35 i 4 5 X X I f------ j i 60 < X <= 90 30 < X <=35 3,5 4,5 
; 90 < X <= 120 25 < X <=30 i 3 4 
120 < X <= 150 20 < X <=25 I 2,5 3,5 
150 < X <= 180 15 < X <=20 I 2 3 I 
! 180 < X <= 210 10 <X <=15 I 1,6 2,4 
210 < X <= 240 6 < X <=10 i 1,2 1,8 
[240 < <= 270 3 < <=6 I 0,8 1,2 X X I 
! 270 < X <= 300 1 < X <-3 ! 0,4 0,6 I 
! 300< X 0 < X <=1 I 0 0 
. . Skor yang dtgunakan chptlih yang terbaik dan kedua skor menutut tabel6 dtatas . 
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Contoh perhitungan : 
Contoh 1: 
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PT "A" (Blll'viN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 
1998 sebesar 127 hari. 
Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menumt : 
Tingkat Collection Periods : 4 
Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8 
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4 
Contoh 2: 
PT "B" (BillviN Infrastmh.-tur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada 
tahun 1998 sebesar 272 hari. 
Sesuai tabel6 diatas, maka skor tahun 1999 menumt : 
- Tingkat Collection periods : 1,2 
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5 
Dalam hal in~ dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5 
f Perputaran Persediaan (PP) 
Rumus: 
pp Total Persediaan 
Total Pendapatan Usaha 
Definisi : 
X 365 
Total Persediaan adalah selunih persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir 
tahun bul.-u yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan 
persediaan barangjadi ditambah persediaan peralatan dan suk.-u cadang. 
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan. 
Tabel7: Daftar skor penilaian perputaran persediaan 
PP=x Perbaikan Skor ! i 
(hari) (hari) Infra Non Infra ! 
X <= 60 ! 35 < X 4 5 i 
60 < X <= 90 ! 30 <X <=35 3,5 4,5 ! 
90 < X <= 120 [25 <X <=30 3 4 
120 < X <= 150 [20 < X <=25 2,5 3,5 
150 < X <= 180 15 < X <=20 2 3 
180 < X <= 210 10 < X <=15 1,6 2,4 
210 < X <= 240 6 <X <=10 1,2 1,8 
240 < X <= 270 3 <X <=6 0,8 1,2 
270 < X <= 300 1 <X <=3 0,4 0,6 
300 < X 0 <X <=1 0 0 
_ j 
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PT "A" (BUi\tlN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada 
tahun 1998 sebesar 195 hari. 
Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut : 
Tingkat Perputaran Persediaan : 3 
Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4 
Dalam hal in~ dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3 
Contoh 2: 
PT "B" (BUlvlN Infra struk.-tur) pada tahun 1999 memiliki Pe1putaran Persediaan 240 hari dan pada 
tahun 1998 sebesar 272 hari. 
Sesuai dengan t:lbel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut : 
Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2 
Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5 
Dalam hal in~ dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5 
g. Pe1putaran Total Asset/Total Asset Tum Over (TATO) 
Rumus: 










hasil penjualan Ak.tiva Tetap . . . 
Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buk-u·total Aktiva dilmrangi Ak1iva Tetap 
Dalam Pelak.sanaan. 
T< bel8 D ft a : a tar swr 12.eni aian perputaran tota asset 
TATO=x Perbaikan = :x I Skor i 
(%) (%) i Infra Non Infra 
' 120< X 20< X ! 4 5 
105< 120 15 < <=20 ' 3,5 4,5 X <= X ! 
[ 90 < X <= 105 10 < X <=15 ! 3 4 
1--;:--------·-------·---: -------r;::;;:--··-------------- --------·· 
: 75 < X <= 90 ) < X <=10 i 2,5 3,5 
i 60< X <= 75 0 < X <= 5 ! 2 3 
140 < X <= 60 X <=0 I 1,5 2,5 
I 20 < X <= 40 X <0 I 1 2 I 
I X <= 20 X <0 i 0,5 1,5 
Skor yang digunakan dipilili yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas. 
Contoh perhitungan : 
Contoh 1: 
PT "A" (BUiVIN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perpularan Total A.sset sebesar 70 
%dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari. 
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Sesuai tabel8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut: 
Tingkat Perputaran Total Asset : 3 
Perbaikan Pe1putaran Total i\.ssct (10%) : 3,5 
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5 
Contoh2: 
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PT "B" (BDrviN In:frastmktur) pada tahun 1999 memiliki Pe~putaran Total Asset sebesar 108 % 
dan pada tahun 1998 scbesar 98%. 
Sesuai label 8 di alas, maka skor tahun 1999 menurut : 
Tingkat Peqmtaran Total Asset : 3,5 
Perbaikan Perputaran Total Asset (10'%) : 2,5 
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5 
h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA) 
Rum us: 
TIVIS terhadap T A Total Modal Sendiri X 100% 
Total Asset 
Defin\si: 
Total Modal Sendiri adalah selumh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buk-u diluar 
dana-dana yang belum ditetapkan statusnya. 
Total .A.sset adalah Total Asset dik-urangi dengan dana-dana yang bclum ditetapkan statusnya 
pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan. 
Tabel9: Dafiar skor penilaian Rasio.lvfodal Sencliri terhadap Total Asset 
i TMS thd T A (%) = x i Skor I --i Infra Non Infra 
i X < 0 i 0 0 
:o <= X < 10 i 2 4 
i 10 <= X < 20 i 3 6 
i 20 <= X < 30 I 4 7,25 I 
i 30 <= X < 40 I 6 10 I 
i 40 <= X < 50 I 5,5 9 
i 50 <= X < 60 I 5 8,5 
i 60 <= X < 70 I 4,5 8 
I 70 <= X < 80 i 4,25 7,5 
! 80 <= X < 90 I 4 7 
[90 <= X < 100 I 3,5 6,5 
Contoh perhitungan: 
PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, 
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II. ASPEK OPER\SIONAL 
1. Total Bobot 
-BlJMN INFRASTRUKTUR 35 
15 -BL1'v1N NON Il\lfRASTRUKTlJR 
2. Indikator yang dinilai 
Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka 
menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian 
yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "Contoh lndikator Aspek Opercrsional" 
3. Jurnlah Indikator 
Jurnlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya 
minimal2 (dua) indikator dan rnaksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-
indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat beJ.Ubah. 
:tvlisalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi 
digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan 
telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih 
. dominan pada tahun yang bersangh.'lltan. 
4. Sifat penilaian dan kategori penilaian: 
Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara 1:ualitatif dengan kategori penilaian dan 
penelapan skornya sebagai berikut : 
Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangh."utan 
Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangk-utan 
Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan 
Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangk-utan 
Detinisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berik"Ut : 
Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal a tau diatas normal baik diuh."Ur dari 





Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah 
menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produh.iivitas, rendemen dan 
sebagainya) maupun k-ualitas (waktu, mutu dan sebagainya). 
Masih jauh dari standar normal baik diuh.'llr dari segi kualitas (wa1.1u, mutu dan 
sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan 
mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantilas. 
Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar n01mal 
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5. Mekanisme Penilaian 
a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot 
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lndikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh 
RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Ivlilik Negara untuk PERUivl pada 
pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Pemsahaan (RKAP) Tahunan perusahaan. 
Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RL'PS untuk PERSERO a tau Menteri BU!vlN untuk 
PERU?vi,. Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek 
operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buk-u yang bersangkutan dan besar bobot 
masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri 
BillviN untuk PERUivl . 
Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebuut, KomisarisiDewan 
Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional 
yang ditL~ulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya. 
Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri 
BUl'viN· untuk PERUivi sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk 
tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimhangkan 
usul KomisarisiDewan Pengawas tersebut eli atas. 
Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas 
Bm1N yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Kepuhtsan ini wajib 
menyampaikan usul ten tang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berih.-ut 
masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUl'vlN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 
setelah tanggal Surat Keputusan ini·diterbitkan: 
b. Mekanisme penetapan nilai 
Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUIVlN unh1k PERUl\·1 
pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, KomisarisiDe\Yan Pengawas wajib 
menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BlJNIN untuk 
PERUi'vf penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspck opcrasional dan 
bobot yang telah ditetapkan olch RL'PS untuk PERSERO atau Mcnteri BUvlN untuk PERL11v1 
dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan. 
Dalam menyampaikan usulan penilaian terscbut Komisaris;Dewan Pcngawas cliharuskan 
memberikan justif'.tkasi atas penilaian masing-masing inclikator aspek opcrasional yang 
digunakan. 
RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUiviN untuk PERUi'vi dalam pengesahan laporan 
keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan 






















BAD AN USMIA MILIK NEGARc\. 
6. Contoh Perhitungan 
BUivlN Pelabuhan (infrastruktur) 
lndikator yang digunakan Bobot Nilai Skor 
1. Pelayanan kepada 15 8 12 
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Unsur-unsur yang I 
dipertimbangkan I 
Turn Round Time (TRT), I 
pelanggan/ masyarakat. 
----r------ !----······ _lfY.?iti!:l_g _ _I!me @2~-~-~~-----~ --
Peningkatan i 
2. Peningkatan kualitas SDM 10 c 5 Kesejahteraan, Kaderisasi I 
pimpinan, dsb. I 
3. Research & Development 10 D 8 c Kepedulian manajernen i terhadap R&D, dsb. [ 
Total 25 35 i 
III. ASPEK AD!Yll:NlSTR.<\SI 
1. Total Bobot 
- BUl\rlN IN"FRASTRUKTUR (Infra) 15 
- BU\1N NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15 
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya 
Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti 
pada tabel 10 di bawah ini. 
TabellO: Daftar indikator dan bobot aspekAdministrasi. 
lndikator 
[ Bobot 
Infra ! Non Infra 
1. Laporan Perhitungan Tahunan 3 3 
2. Rancangan RKAP 3 3 
3. Laporan Periodik 3 3 
4. Kinerja PUKK 6 6 
; 
TOTAL 15 ; 15 
3. Metode Penilaian 
a. Laporan Perhitungan Tahunan 
Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan hams sudah diterima oleh Pemegang Saham 
untuk PERSERO atau Menteri Bl.ll'viN untuk PERUtvi paling lambat akhir bulan kelima sejak 
tanggal tutup buh.'ll tahun yang bersangkutan. 
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Penentuan nilai 
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Tabelll: Daftar penilaian waktupenyampaian Laporan Azcdit 
Jangka Waktu Laporan Audit Diterima 
sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku 
perhitungan tahunan ditutup 
sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku 
perhitungan tahunan ditutup 
lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan 
tahunan ditutup 





Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BL1v!N PT ''A" (periode tahun buku 
1i1/1997 sampai dg 31i1211997) diteiima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda 
diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu 
pen yampa ian laporan perhitungan tahunan adalah 2. 
b. R.:mcangan RKAP 
Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BU!vlN 
untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari 
sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan. 
Penentuan Nilai 
Tabell2: Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP 
Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki 
tahun anggaran yang bersangkutan 
2 bulan atau lebih cepat 
kurang dari 2 bulan 
Contoh 1: 




Rancangan RKAP BU!viN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda 
diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT 
"A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3. 
Contoh2 
Tahun anggaran BU!viN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda 
diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PI' 
"A" untukketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0. 
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c. Laporan Periodik 
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Waktu penyampaian laporan. 
Laporan periodik Triwulanan hams diterima oleh Komisaris1Dewan Pengawas dan Pemegang 
Saham untuk PERSERO atau Menteri BUiviN untuk PERUivl paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah berakhirnya peri ode laporan. 
Penentuan nilai 
Tabel13: Daftar penilaian waktu penyampaian Laporcm Periodik 
Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun 
lebih kecil atau sama dengan 0 hari 
0< x < = 30 hari 
0< x < = 60 hari 







Laporan periodik Triwulanan PT "S '' peri ode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Des ember 
untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUJ'vlN untuk 
PERl.Jl¥1 masing-masing sebagai berikut: 
~ 
Triwulanan Berakhir Periode j Tanggal diterima j 
' 
I 31/3 199x ' 5/5 199x t
II 30/5 199x ! 15/7 199x 
Ill 30/9199x ! 31/10 199x. 
IV 31/12 199x j 10/2 199x+1 
Perhitunganjumlah hari keterlambatan 
• Triwulan I 4 
• Triwulan 1I 0 
• Triwulan III 0 
• Triwulan IV 9 
Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2. 
Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari: 
1) Laporan pelaksanaan RKAP 
2) Laporan pelak~anaan Proyek Pengembangan 
3) Laporan pelaksanaan Anak Pemsahaan 
4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada) 
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Badan Usaha Milik Negara 
Nomor KEP-100/MBU/2002 
Tanggal : 4 hmi 2002 
d. Kinetja Pembinaan llsaha Kecil dan Koperasi (PUKK) 
Indikator yang dinilai 
lndikator I Bobot I Infra 
' 
Non Infra 
1. Efektivitas penyaluran 
I 
3 ' 3 i 
2. Tingkat kolektibilitas 3 I 3 
pengembalian Pinjaman 
TOTAL I 6 ! 6 i 
Metode penilaian masing-masing indikator. 
d. I. Efektivitas penyaluran dana. 
Rum us : Jumlah dana yang disalurkan X 100% 
Jumlah dana yang te~.·sedia 
Definisi : 
Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam talmn yang 
bersangk-utan yang tet·diri atas: 
• Saldo <\Wal 
• Pengembalian pinjaman 
• Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan 
(termasuk alokasi dari dana PlJKK BillviN lain,jika ada) 
• Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK 
Jumlah dana yang disalurkan adalah selmuh dana yang disalurkan kepada usaha kecil 
dan koperasi dalam tahun yang bet:sanglmtan yang terdiri dari hibah dan bantuan 
pinjaman, te1masuk dana penjaminan (dana yang dialokasik:an untuk menjamin 
pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan). · 
Tahe/14: Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK 
Penyerapan 
>90 85s.d. 80 s.d. <80 (%) 90 85 
Skor 
--r------!-····· 1-----a-3 2 
Contoh perhitungan : 
Jumlah dana yang tersedia 
Rp.lO.OOO terdiri dari: 
pada BUNIN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar 
Saldo awal tahun 1999 
Pengembalian pinjaman 
Setoran eks pembagian laba 
selama tahun yang bersangkutan 
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Jumlah dana yang disalurkan oleh BUI'v1N PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari : 
Pinjaman Rp. 8.500 
Hibah Rp. 1.000 
Efektivitas penyaluran dana= 9.500/10.000 x 100% 
Sesuai dengan tabell4 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangl.'Utan adalah 3. 
Tingkat kolek.i:ibilitas penyaluran pinjaman. 
Rum us: Rata-rata tettimbang kolektibilitas pinjaman PUKK X 100% 
Jumlah pinjaman yang disalurkan 
Definisi: 
Rata-rata tertimbang kolektibilitas pmJaman PUKK adalah perkalian antara bobot 
kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas 
sampai dengan pe1iode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing 
tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut: 
Lancar 100% 
Kurang lancar 75 % 
Ragu-ragu 25 % 
Macet 0% 
Jumbh pinjaman yang disalurkan adalah selutuh pinjaman kcpada Usaha Kecil dan 
Koperasi sampai dengan peri ode akhir tahun buku yang bersangkutan. 
Tabel15: Daftar penilaian tingl(at pengembalian dana PUKK. 
i Tingkat p7
0
7.gembalian 1 > 70 40 s.d. 10 s.d. <10 ~-------~L_ _____ _j_·---::---+---7::...:0=--+---=-4:=-0 -+---::----1 i Skor I 3 2 1 0 
Contoh Perhitungan: 
Posisi pinjaman kcpada usaha kecil dankoperasi BLl\rlN PT "A" s.d. akhir tahun buk.'U 
1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta) 
Lancar 1.:'-00 
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Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut: 
Lancar 1.500 x 100% 1.500 
Kurang lancar 500 x 75 % 375 
Ragu-ragu 800 x 25 % 225 
tvlacet 100 x 0% 0 
Jumlah rata-rata tertimbang 2.100 
Tingkat koleh.1ibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.100 x 100 % = 70 % 
3000 
Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas 
pengembalian pinjaman adalah 2. 
I. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUtv1N, Direksi diberikan opsi untuk tidak mernpe1hitungkan 
proyek!investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut stanar Pemyataan 
Standar A.kuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BLJ\1N tersebut selama 2 (dua) 
tahun apabila: 
a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek!investasi pengembangan dimaksud, belum 
mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau; 
b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian ktu·ang dari 9 
bulan. 
2. Dalam hal proyek!investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan datam penilaian tingkat 
kesehatan, maka Direksi harus mernisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, 
Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek!investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan 
perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan 
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CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-










~ Ketersediaan pelayanan puma 
jual (after sales service) 




~ Pelayanan gangguan/troubles. 
~ Penyederhanaan birokrasi 
yang rnenguntungkan bagi 
pelanggan. 
~ Kecepatiln pelayanan. 
Pengairan (PERUM 
Otorita Jatiluhur dan 
PERUM Jasa Tirta) 
PLN 











Tum Round Time (TRT), 
Berthing Time (BT), Waiting 
Time (WT), dsb 
Pernenuhan supply air kepada 
PDAM/industri pengendalian 
banjir, pengendalian daerah 
serapan sungru. 




Kualitas jalan, inclik<ttor 
traffic sign. 
On time performance. 
Kebersihan terminal 
Ban dam. 
2. Efisiensi ~ Peningkatan utilisasi faktor· Perkebunan Rendemen .. 
hektar, dsb. 
produksi per 
produksi dan faktor produksi/assets idle. 
produktivitas ~ Peningkatan rendemen. 
~ Peningkatan produktivitas per 
satuan faktor produksi. 
~ Pengurangan susut/loses, baik 
susut teknis, susut distribusi, 
rnauptm susut karerm fa.ktor 
lainnya. 
~ Peningkatan nilai men-hour. 
~ Peningkatan jam jalru1 rata-
rata mesin (dalam batas-batas 
Kereta _1\pi/pelayaran Load factor penumpang dan 
/penerbangan barang, penurnpang-kui-ton, 
dsb. 
PLN Susut teknis, susut clistribusi, 
Pengairan (PERUM dsb. 
Otorita Jatiluhur clan Pelaksanaan kegiatru1 operasi 
PERUM Jasa Tirta) dan pemeliharailll (0 & P) 
Konsultan Men-hour terjual, dsb. 
Pertambangru1 Jam jalan kapal keruk, 
excavator, dsb. 
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II Kewajiban melakukan Perkebunan 
pemelihataan sarana dan 
prasarana produksi sesuru 
persyara tan s tandar. 
II Eksplorasi SDA dengan Pelabuhan 
orienrasi jangka panjang. 
II Pelaksanaan checking rutin Transportasi 
terhadap fasili tas- fasili las 
urn urn. 
II Kepatuhan pengoperas1an 
peralatan sesuai dengan batas 
kapasitas yary.g 
direkomendasikan. 
II Rephcement sarana dan 
prasarana yang sudah tidak 
produktif. 
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(4) 
Kepatuhan terhadap aturan 
penyadapan karet, regenerasi 
tanaman tidak produktif. 
Pemeliha.raan fasilitas 
dennaga, pengerukan alm 
/kolan), dsb. 
Pemeliharaan sarana 
transpmtasi Bus, kereta ap1, 
kapal atau pesawat. 
4. Inovasi produk 11 K:Ceativitas dalam l<.Dntraktor I-Iak patent, hak cipta, 
temu-an metode konstruksi 
baru, dsb. 
bam meningkatkan b:ualitas produk 




produk-produk Industri kimia dasar Konservasi ener@, produk-






"' Mutu diklat. 
peneuasaan 
II Penyelenggaraan pendidikan 
fi)nnal dan infom1al sesuai 
kebutuhan (dalam negeri dan 
luar negeri) 
6. Research &"' Pengembangan metode baru 






"' Hasil riset yang bemlilllfaat. 
II Perhatia11 perusal1aru1 
terhadap R & D. 
"' Pencapaian sasaran. 








Berlaku umum untuk Penyelenggaraan diklat sesuai 
semua sektor kebutuhan. 
Berlaku tunum untuk 
semua sektor 
Kaderisasi pimpinan. 
Peningkatan kesejall teraan 
Kepedulian mana1emen 
temadap R & D. 
Kepedulim 
temadap R&D. 
Berlaku umurn untuk Pencapai211 sasarm, efisiensi 
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BAD AN USMIA MILIK NEGAR.:\. 
(1) (2) 
8. Kepedulian v Kebersihan lingkungan. 
terhadap 
lingkungan. v Pelaksanaan AMDAL. 
v Reklamasi. 
v Estate regulation. 
Salinan sesuai dengan aslinya, 





Berlaku lUllUITI untuk Kebersihan lingkungan kerja. 
serr1ua sektor Reboisasi, AMDAL. 
Kehutanan Reklamasi daerah eks 
Pertambangan tambang, i\Jv[DAL. 
Industri manufaktur A !viDAL. 
Kawasan Industri Estate regulation, AMDAL. 
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